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A B S T R A K  

Sihabuddin; Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2006 Tingkat SD Dan SLTP Di Kabupaten Pamekasan. Tesis Yogyakarta : 
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 201 1. 

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan oleh Kabupaten Pamekasan, ialah sebagai acuan dan 
sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan implementasi desentralisasi bidang 
pendidikan. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui; Pertama implementasi 
desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan PERDA No. 13 Tahun 2006 tingkat SD 
dan SLTP di Kabupaten Pamekasan, Kedua faktor-faktor apa saja yang mendukung dan 
menghambat implementasi desentralisasi bidang pendidikan tingkat SD dan SLTP, dan 
Ketiga upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan 
Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. 

Gambaran nyata tentang implementasi desentralisasi bidang pendidikan 
setingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan, terlihat pada substansi pelaksanaan 
pendidikan yaitu merujuk pada kebijakan pendidikan sebagaimana telah dituangkan 
dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara 
pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenlkota, 
yaitu bidang kebijakan lokal, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan 
dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 

Faktor yang mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan tingkat satuan 
pendidikan SD dan SLTP ialah lahirnya, Keputusan Mendiknas RI No. 044lUI2002 
yaitu terbentuk adanya lembaga tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 
Terbitnya UU 1Vo. 2012003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga terbitnya 
Peraturan Keputusan Menteri Nomor 2212006, dan 2312006 tentang Standar Isi dan 
Standar Kompetensi Lulusan menj adi dasar pengembangan kurikulum sekolah yang 
disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Adapun hambatannya; Pertama 
rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, Kedua lemahnya 
pemahaman guru tingkat SD maupun SLTP terhadap Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP), Ketiga, tenaga Guru setingkat SD Maupun SLTP belum optimal 
menyelenggarakan pembaharuan dan akselerasi pendidikan, belum tersedianya sumber 
daya manusia yang memadai, dan Keempat, belum terbangun sistem pengelolaan dana 
dari berbagai sumber untuk program pendidikan disamping itu, belum tersedianya 
anggaran pendidikan yang memadai dalam APBD. 

Usaha yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan pada bidang partisipasi 
masyarakat ialah diadakan kegiatan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan. Baik 
dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Dewan pendidikan, Komite Sekolah, LSM, 
maupun dari PGRI. Pada bidang lemahnya pemahaman guru pada kurikulum KTSP, 
Dinas Kabupaten Pamekasan telah melakukan pelatihan diklat, dan pendampingan guna 
melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan teratur terhadap pelaksanaan 
KTSP. Pada bidang pendanaan Dinas Pendidikan telah merekomendasikan kepada 
lembaga legislatif agar seluruh mata Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
dievaluasi kembali agar dapat menjadi lebih efisien, dan Komite Sekolah di harapkan 
bisa mendinamisasikan wali murid dari kalangan dunia usaha untuk berpartispasi 
meringankan biaya pendidikan. 



KATA PENGANTAR 

Al-hamdu lilliihi rabbi al- 'damin atas ridla dan Inayah-Nya.. . . . . . . kembali satu 

episode dalam hidup ini telah penulis lalui ..., segala puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan karunia-Nya dengan kebesaranNya memberikan kemudahan kepada 

penulis, sehingga dengan segala keterbatasan waktu dan kemampuan penulis dapat 

menyelesaikan penelitian Tesis ini, tidak lupa shalawat serta salam dihaturkan kepada 

Rasulullah SAW beserta sahabatnya yang telah memberikan pondasi moral dan keimanan 

bagi kehidupan umat manusia di alam jagat raya ini. 

Belajar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia bagi 

penulis berarti (meminjam kata-kata Stromwell dan Elle Wood dalam film Legally 

Blonde) "Memahami dunia yang baru sama sekali, bagaimana memahami dunia di 

sekeliling kita dun sekaligt~s berani mempertanyakan dengan kritis apa-apa yang telah 

diketahui ". Alhamdulillah dengan do'a, hasrat, semangat keberanian, tekat dan kesadaran 

diri yang kuat, penulis bisa mengambil langkah selanjutnya di dunia ini. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik 

tanpa adanya doa, bimbingan, dorongan, bantuan serta arahan dengan penuh perhatian 

dan kesabaran dari semua pihak, langsung maupun tidak langsung. ,Karenanya penulis 

berbangga hati kepada beliau semua. untuk itu dengan penuh syukur dan kerendahan hati 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, selaku Rektor Unversitas Islam Indonesia 

Yogyakarta. 



2. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

3. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pasca Sarjana 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

4. Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam penulisan Tesis ini. 

5. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I1 yang telah 

memberikan bimbingan, arahan dan dorongan dalam penulisan Tesis ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini. 

7. Semua karyawan dan karyawati Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, buat Pak Sutik yang selalu memberikan 

kemudahan layanan administrasi akademik. 

8. Nenek tercinta Ny. Hj. Rahbini, dengan segala ,pengorbanannya, kasih 
*- - 

sayangnya, doa tulusnya yang selalu dipersembahkan buat keberhasilan 

penulis. 

9. Ayahanda KH. Abdul Hamid Mustaqiem dan Ibunda Ny. Hj. Dewi Aminah, 

dengan segala pengorbanan, kesabaran, ketulusan mencurahkan semua, untuk 

keberhasilan penulis dalam mencari ilmu, sebagai satu-satunya warisan buat 

perjalanan hidup penulis. 

10. Keluarga Besar "Raden Adi Menggolo" Paman Moh. Sholeh, Paman 

Muhammad, Paman Abdul Kodir Alm, Bibi Ny. Hj Musrifah, Bibi Hai, Bibi 

Lami, saudara-saudaraku, Kakanda Saiful Bahri HM, Nur Azizah S.Pdi, 

Sulaiman M.Pdi, Nur Imamah S.Pdi, Liza Holidah, Mahrus Ali, Sahiyah, 



Moh Kholik S.Pdi, Subairi S.Pdi, Lica, Moh Khasin, lVeng Faiz, Abdul Halim 

S.THi, Mahrnudah, Baisuni, Moh Syafik Almardy, dan keponakannku, Moh. 

Affan Basyir, Hafid, Lia, Fitri Inayah, dan yang baru melihat indahnya dunia, 

Neng Nabila Daniyatul Izzah, semuga kelak menjadi sosok gadis yang 

sholehah berbakti pada agama dan kedua orang tua. Amienn.. 

11. Buat saudaraku yang selalu setia mernberikan masukan dalam penelitian tesis 

ini di Jogjakarta, Bang Iwan Saputra, SIP., M.Si, Bang Mahrus Ali, SH., MH, 

dan buat Mas Adit, Mas Krisna, dan Ibundanya, yang pertama kali menerima 

kedatangan penulis di Kota Gudek Jogjakarta terima kasih semua bantuannya. 

12. Teman-teman satu konsentrasi Hukum Tata Negara, dan spesial buat Nurul 

Mukaromah SH, yang telah menemani di kala suntuk dan kalutnya penulis 

menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan, 

pengorbanan, pengertian, cinta dan kasih sayangnya yang tiada bosan- 

bosannya di berikan kepada penulis. 

13. Keluarga Besar Takmir Masjid "Baitul Qohhar" Kampus Universitas Islam 

Indonesia, Bapak Suyanto, S.Ag., M.Ag. Bapak Ir. H. Munadzir, MT, Ust. 

Maulidi, SHI, teman-teman satu kamar, Ust Agus Mawardin, Ust Furkan SH, 

Ust Munawir, Ust Junaidin yang hitam manis. Semoga tetap istiqomah dalam 

menebarkan kebaikan dan menyampaikan Kalam Ilahi "ALLAHU AKBAR. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

saran perbaikan sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga Allah SWT melimpahkan 

rahrnat-Nya serta membalas semua amal kebaikan yang telah mereka berikan kepada 

penulis, Amin. 



DAFTAR IS1 

.................................................................................... Halaman Judul I 

LembarPersetujuan ........................................................................... I1 

............................................................................ Lembar Pengesahan 111 

..................................................................... Persembahan dan Motto IV 

..................................................................................... Kata Pengantar V 

Abstrak .................................................................................................. VI 

Daftar Isi ............................................................................................... VII 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 

A . Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

B . Rumusan Masalah ............................................................................ 11 

C . Tujuan Penelitian .............................................................................. 11 

D . Kerangka Teoritik ............................................................................ 12 

E . Metode Penelitian .............................................................................. 19 

F . Sistematika Penulisan ....................................................................... 21 

BAB I1 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI 

PENDIDIKAN .................................................................................. 23 

A . Otonomi Daerah .............................................................................. 23 

1 . Otonomi Daerah Dalam NKRI .................................................... 23 

2 . Kewenangan KabupatenIKota Dalam Otonomi Daerah ........... 27 

B . Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah ........................................ 32 

VII 



1 . Prinsip Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah .................... 32 

2 . Tujuan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah .................... 38 

C . Desentralisasi Pendidikan ................................................................ 40 

1 . Pentingnya Desentralisasi Dalam Pendidikan ........................... 40 

2 . Prinsip-Prinsip Desentralisasi Dalam Pendidikan ..................... 46 

3 . Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebagai Bentuk 

Desentralisasi Pendidikan ............................................................ 50 

........................... 4 . Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 53 

BAB I11 KEDUDUKAN PERDA DALAM HIERARKI 

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ................................. 57 

A . Perda Sebagai Sub Sistem Peraturan Perundang-Undangan ....... 57 

B . Materi Muatan Perda ........................................................................ 62 

C . Perda Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah ...... 67 

BAB IV IMPLEMENTASI DESENTRALISASI BIDANG 

PENDIDIKAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 

2006 TINGKAT SD DAN SMP DI KABUPATEN 

PAMEKASAN ................................................................................... 71 

............................................ A . Profil Daerah Kabupaten Pamekasan 71 

...... B . Kondisi Sosial Budaya. Agama dan Ekonomi : ......................... 74 

C . Pendidikan Setingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan ... 78 

D . Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Tingkat SD dan 

SLTP di Kabupaten Pamekasan ........................................................ 83 



E . Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Desentralisasi Bidang Pendidikan Tingkat SD dan SLTP di 

Kabupaten Pamekasan ................................................................... 98 

F . Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pamekasan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Desentralisasi 

Pendidikan tingkat SD maupun SLTP ............................................ 104 

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 110 

A . Kesimpulan ........................................................................................ 110 

B . Saran .................................................................................................. 113 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 115 



BAB I 

PENDAWULUAN 

A. Latar Belakang 

Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia 

saat ini, di sarnping berdarnpak pada perubahan paradigma manajemen 

pemerintah, ha1 itu juga berimplikasi pada perubahan peraturan perundang- 

undangan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban pemerintahan di 

daerah. Perubahan yang mendasar mengenai pemerintahan ditandai dengan 

lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, diikuti oleh 

terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 mengenai Keuangan 

Negara dan Daerah. Perubahan tersebut terus berlanjut dengan 

diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan 

penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 

sebagai perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 25 Tahun 1999~. 

Perubahan tersebut telah memberikan kesempatan yang nyata di dalarn 

perubahan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

I UU No. 22 Tahun 1999 tentang Penieri~itnlzali Dnernh. UU No. 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Penzeri~ttnhan r/i Dnernh. UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perinzhattgrrlr Ke~raligati aiitara Penierintali Plrsat clrrri Doeralz. UU No. 32 ~ a h u n  1956 
mengenai Ke~ralignti Negnra rlalz Daal.alz. UU No~nor 32 Tahun 2004 tentang 
Pe~~ierirztaliali Dnerah . UU Nomol- 33 Tahun 2004 tentang Perinlbangan Karrwzgrrn 
(rlitara Penierilztrrh Alsat (/art Dueruh. 



Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah berarti telah memberikan otonomi daerah kepada 

daerah yang didasarkan atas prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti 

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sesuai undang- 

undang tersebut. Daerah dalam ha1 ini memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan partisipasi dan 

pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan desentralisasi 

merupakan salah satu perubahan yang sangat besar dalam pengelolaan 

pemerintahan di 1ndonesia2. Semangat perubahan tersebut lahir dari 

pemahaman bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan 

daerah secara optimal dengan pengelolaan yang sesuai dengan aspirasi yang 

berkembang di masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat 

membiayai pernerintahannya melalui sumber-sumber keuangan yang 

potensial ada, mampu mengembangkan sumber daya lokal yang selanjutnya 

dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, 

pelaksanaan desentralisasi dipahami sebagai upaya untuk membangun 

hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dengan masyarakat sebagai 

pelaku pernbangunan. 

Pilihan di atas didasarkan pada alasan bahwa Pemeiintah 

kabupatenkota dipandang sebagai pillak yang lebih dekat dengan publik, 

%ant Nugroho, Otorrorni Duerulr Deserrtralisusi Tu~rpu Revolusi, Kujirr~r (lull 
Kritik atus Kebijukan Desentrrrlisusi di Ifzrlonesiu, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 
2000, h l~n 52. 



sehingga lebih memahami kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan 

publik yang ada. Pelayanan publik yang sangat beragarn, menuntut 

pemerintah daerah untuk merespon secara cepat dan tepat dalam 

penanganannya maka desentralisasi sebagai pilihan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat bagi publik. Desentralisasi bukan sekedar pemencaran 

kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan 

mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan 

satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah3. Di mana daerah diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa 

atau mengupayakan seminimal mungkin adanya campur tangan atau 

intervensi pihak pemerintah pusat. Daerah bebas untuk mengekspresikan 

dan mengapresiasikan kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai 

kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliknya. 

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi 

pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 

bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat 

yang lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya. Pada 

tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan 

keadilan, demokratisasi dan penghonnatan terhadap budaya lokal, serta 

meinperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

3 ~ i  'rnatul Huda, Otonotrti Daernf1 filosnfi, SSejrrrnlr Perkenlbangrrrl do11 
Problenrtrtikrr, ctk. Kedua, Pustaitrz Pelajar: Yogyakal-ta, 2009, hlm, 85.  



Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No: 32 Tahun 2004, dikemukakan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Daerah otonom di sini dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang benvenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dikemukakan bahwa kewenangan daerah mencakup 

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan 

dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 

fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara 

khusus. Selain itu, semuanya menjadi kewenangan daerah, termasuk salah 

satunya bidang pendidikan. 

Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan 

pengeloaan bidang pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang 

lebih bersifat desentralistik. Oleh karenanya diperlukan rekontruksi sektor 

pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat4, karena dengan 

diberlakukannya otonomi daerah mencakup sektor pendidikan dapat tercipta 

local capability, yakni meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memperbaiki hak-hak komunitasnya. 

'syarif hidayat, Otottomi Drrerah VS Perjuntlagan Kepentiizgan Elit Lokrrl: 
Sebuuh St~itli Kas~rs Reulitrrs Ototrorni Daeralt. Jumal Analisis Sosial Vol. 5 No. 01 
Januari 2000. 



Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem 

sentralisasi ke sistern desentralisasi5. Desentralisasi pendidikan berarti 

terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada 

daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri 

dalam mengatasi pernasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. 

Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Ada tiga ha1 

yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga ha1 tersebut 

adalah; pertama pembangunan masyarakat demokratis, kedua 

pengembangan sosial capital, dan ketiga peningkatan daya saing bangsa6. 

Ketiga ha1 tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa 

desentralisasi pendidikan hams dilakukan oleh Bangsa Indonesia. 

Pada masa dimana sebelurn diberlakukannya otoilomi daerah 

pemangku kebijakan pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, 

maka di era desentralisasi pendidikan sekarang ini peranan sebagai 

pemangku kebijakan akan tersebar kepada berbagai pihak yang 

berkepentingan yang berada di daerah provinsi atau kabupatenkota. 

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang 

ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah 

kabupatenlkota akan meningkat dan semalun luas, ternasuk dalam 

implementasi desentralisasi bidang pendidikan. Pemerintah daerah 

kabupatenkota diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya 

dalarn berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan 

5 Abdul Haliin, Bllrzg~t Ranzpni 1Mnnnjenietz Ke~~u~zgurz Dcreralr. UPP AMP 
YPKN, Yogyakarta, 2001, h l~n 15. 

6 ~ . ~ . ~ .  Tilaar, !Metrrbertnhi Penclirlikatr Nasiorrnl, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. 
hlm 20. 



kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau 

monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan 

nasional yang digariskan pemerintah pusat. Sesuai dengan visi dan misi 

pendidikan nasional. 

Selanjutnya, ~ i l l i n ~ e r ~  menemukan bahwa pelaksanaan 

desentralisasi di berbagai belahan dunia merupakan kebijakan yang lahir 

dari keinginan atau upaya untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih 

baik. Di Indonesia, diskursus pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) 

masih terbatas pada isu-isu seperti pemekaran wilayah pemerintahan, 

pembagian fungsi atau wewenang maupun distribusi yang adil atas sumber- 

sumber keuangan. Adapun perhatian mengenai hubungan desentralisasi 

dengan kualitas layanan publik, termasuk dalam ha1 ini kualitas kinerja 

bidang pendidikan masih sangat terbatas. Padahal, Pendidikan merupakan 

faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Melalui pendidikan, 

kecerdasan dan keterampilan manusia lebih terasah dan teruji dalam 

menghadapi dinamika kehidupan yang makin kompleks. 

Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber 

daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas 

sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan adalah sarana transformasi 

yang sangat baik, karena dengan pendidikan, seseorang atau kelompok 

dapat mengembangkan diri secara transformatif, dari tidak mengetahui 

7 ~ i h a t  dalam, Hirawan, S.B. Desentralisrrsi Fiskal Sebrrgai Szrrrtlr Upaya 
Metringkatkarr Penyediaarr Lrryarlarl Publik (Bagi Orang Miskit) rli I~ldonesin. Pidato 
pada upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu ekonomi pada 
fakultas ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 24 pebruari 2007, hlm 6. 



sesuatu sampai menjadi ahli. Pendidikan sangat penting untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Begitu pentingnya pendidikan 

sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap 

manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

Pengembangan pendidikan makin disadari sebagai sektor yang 

strategis untuk menunjang pembangunan sektor secara keseluruhan. 

Berbagai sektor pernbangunan memerankan manusia sebagai subjek 

sekaligus objek pembangunan. Pembangunan pendidikan hams sensitif dan 

tanggap terhadap dinamika pembangunan sektor-sektor lainnya. 

Wilayah kepulauan Madura yang di dalamnya terdapat Kabupaten 

Pamekasan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak 

bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya 

untuk mengimplementasikan kewenangan yang diamanatkan oleh undang- 

undang. Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus mengarahkan dan 

mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. Salah satu 

yang hams dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan umum adalah upaya 

untuk meningkatkan implementasi desentralisasi di bidang pendidikan 

sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, maka pemerintah Kabupaten Pamekasan menyusun Peraturan 

Daerah (PERDA) NO : 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan 

pendidikan8. Peraturan daerah ini pada dasarnya mengatur secara umum 

penyelenggaraan pendidikai~ di daerah Kabupaten Pamekasan sebagai acuan 

' ~ e r d a  Kabupaten Pameltasan No. 13 Tahun 2006, tentang Sistctn 
Pc~tyelenggrrruur~ Petzrlidikntt. Bagian Hukum Setdakab Pamekasan, 2008. 



dan sekaligus rujukan dalam menentukan kebijakan implementasi 

pengembangan pendidikan dengan mempertimbangkan keadaan dan 

tuntutan perkembangan masyarakat, baik dalam ruang lingkup daerah, 

regional, nasional maupun internasional. 

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Perda Kabupaten Pamekasan No: 13 

Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan 

maksud penyelenggararaan pendidikan adalah memberikan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat dalarn rangka mewujudkan pemerataan dan 

perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, efektivitas dan efisiensi 

serta meningkatkan mutu dan relevansi. Sedangkan tujuan penyelenggaraan 

pendidikan adalah terciptanya pendidikan yang merata, berkeadilan, 

bermutu, relevan, efektif dan efisien dalam rangka mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan 

bertanggungjawab. 

Selanjutnya, dalarn pasal 8 Perda Kabupaten Pamekasan No: 13 

Tahun 2006, disebutkan program wajib belajar, antara lain sebagai berikut; 

(1) setiap warga masyarakat yang berusia 6 tahun, dapat mengikuti program 

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, (2) setiap warga masyarakat yang 

berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun, hams mengikuti program wajib 

belajar wajib belajar 9 tahun, (3) pelaksanaan program wajib belajar 

merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan (4) pemerintah 



daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar paling rendah 

pada jenjang pendidikan dasar. 

Paradigma pendidikan yang bersifat sentralistik, kiranya perlu 

diarahkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan keparadigma yang 

mengarah kepada pemberdayaan potensi daerah dibidang pendidikan. 

Paradigma pendidikan desentralistik mensyaratkan peningkatan 

akuntabilitas pengelolaan sekolah melalui peningkatan manajemen 

pendidikan yang transparan. Dalam ha1 ini disamping menuntut peningkatan 

kemampuan manajemen dalam pengelolaan pendidikan, juga perlunya 

peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, serta 

pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu memberikan dukungan yang 

optimal dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan sekolah 

melalui peningkatan desentralisasi bidang pendidikan yang transparan, 

maka melalui Keputusan Mendiknas RI No. 044lUl2002 terbentuk adanya 

lembaga tentang Dewan Pendidikan dan Kornite Sekolah. 

Kemudian, dalam Lampiran I Diknas Dirjen Dikdasmen 2004 : 43 

dan 55 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah menyatakan bahwa 

dukungan dan peran masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam 

suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite sekolah yang mandiii. 

Pengertian Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, peinerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di KabupatenIKota. Adapun Komite Sekolah adalah 

badan inandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 



meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

satuan pendidikan, baik di pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

Kaitan dengan ha1 tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan 

sedang melaksanakan program kebijakan pendidikan yang dapat dirinci 

menjadi tiga pilar kebijakan, yaitu (1) perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan, (2) peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing 

pendidikan, dan (3) penguatan tata kelola pendidikan9. 

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kabupaten Pamekasan yang 

ada pada tahun 201 1 l o  jurnlah SD dan MI sebanyak 781, siswa baru tingkat 

1 sebesar 18140, dan siswa seluruhnya sebesar 113765. Sedangkan data 

mengenai tingkat SLTP dan MTs pada tahun 201 1 jumlah tingkat SLTP dan 

MTs sebanyak 238, siswa baru tingkat 1 sebesar 154151, dan siswa 

seluruhnya sebesar 42884. 

Perluasan dan pemerataan pendidikan oleh Dinas Kabupaten 

Pamekasan perlu diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan 

pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta 

didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, 

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual 

serta kondisi fisik. 

'~rofil  Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, 201 1; hlni 2. 
10 Buku Katalog BPS, Kabupaten Pmekasut2 Dukttn At~gka, Yarneknsntz regerlcy 

it~figtrres, 2010, h l ~ i i  94-98. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi desentralisasi bidang pendidikan 

berdasarkan PERDA No : 13 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di 

Kabupaten Pamekasan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

implementasi desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan PERDA 

No : 13 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dewan 

Pendidikan Kabupaten Parnekasan untuk mengatasi faktor 

penghambat tersebut? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi desentralisasi bidang pendidikan 

berdasarkan PERDA No : 13 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di 

Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan PERDA No : 13 

Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan. 

3. Untuk mengetahui upaya yailg dilakukan Dillas Pendidikan dan 

Dewan pendidikan Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi faktor 

penghambat tersebut. 



D. Kerangka Teoritik 

1. Konsep Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah 

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, berdampak diserahkannya sejumlah kewenangan 

yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek 

pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam pendidikan. Berdasarkan 

pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan-urasan 

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi; (1) politik 

luar negeri; (2) pertahan; (3) keamanan; (4) yustisi; ( 5 )  moneter dan fiskal 

nasional, dan (6) agarna. Selain urusan-urasan tersebut, semua urusan telah 

diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, maupun 

kabupatenkota. 

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi 

pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 

bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat 

yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. 

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia BAB I Pasal 1 Undang-Undang Noinor 32 Tahun 2004. Adapun 

tentang yengertian desentralisasi yang dikeinukakan para ahli sebagai 

berikut: 



1. M. Turner dan ~ .Hulmel  l, mengartikan desentralisasi adalah 

transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan 

kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada 

beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik 

yang dilayani. 

2. ~ondinellil*, mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer 

tanggung jawab dalarn perencanaan, manajemen dan alokasi 

sumber-sumber dari pemerintah pusat, unit yang berada dibawah 

level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, 

otoritas regional atau fungsional dalarn wilayah yang luas, atau 

lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirbala. 

3. ~ u ~ r o h o ' ~ ,  mengartikan desentralisasi sebagai desentralisasi 

kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi 

kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada wilayah didalam negara. Desentralisasi fungsional berarti 

pelimpahan wewenang kepada organisasi wewenang (atau teknis) 

yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 

4. Ni'matul HudaI4, rnengartikan desentralisasi adanya pengakuan 

penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan 

daerah dengan melibatkan wakli-wakil rakyat di daerah dalam 

I I Lihat dalam, Teguh Yuwono dkk, Munnjenren Otorromi Daerah, Mewrbnrrgirn 
Dueralr Berrlasnrkan Puradignla Bnru, Diponegoro University, Semalang, 2001, hlm 27. 

"Rondinelli Dennis A dan Jon11 R. Nellis, Assessing Decerltrrrlizatiorr Policies ill 
Developirrg: Tlre Case For cuurious Optirilnis, dalarn, Development Policy Review, vol 4, 
no 1, hlm 5. 

'"Riant Nugroho, Otoironri Drrernh Deserrrvrrlisrrsi Tarlpn Revolusi, Kujinrr rlrrrt 
Kritik Atns Kebijukarr Desentrrrlisasi rli Inrlonesici, PT Elex Media Komputinclo, Jakarta, 
2000, hlln 42. 

14 ibid, him 85. 



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih 

diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat 

yang demokratis. 

5. ~ a r d i a s m o ' ~ ,  mengartikan bahwa desentralisasi tidak hanya berarti 

pelimpahan wewenang dari pernerintah pusat ke pemerintah yang 

lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang 

pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. 

6. syaukani16, mengartikan desentralisasi adalah sebuah mekanisme 

penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan 

antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal, didalam 

mekanisme ini pemerintah nasional melimpahkan kewenangan 

kepada pemerintah dan masyarakat setemp at atau lokal untuk 

diselenggarakan guna meningkatkan kemaslahatan hidup 

masyarakat . 

Pada tahun 1962, P B B ~ ~  mengartikan bahwa desentralisasi sebagai 

(1) dekonsentrasi, yang juga disebut desentralisasi birokrasi atau 

administrasi, dan (2) devolusi yang sering juga disebut sebagai 

desentralisasi demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada perwakilan yang dipilih melalui pemilihan 

lokal. Di lain pihak, desentralisasi dan otonomi secara konseptual dipandang 

15~ard i a smo ,  Otortonti dun Manajentert Kerrangart Daerah, PT Andi Ofset, 
Yogyakarta, 2002, hlm 34. 

16 Syaukani dkk, Ototzonli Daetwlz Dalant Negarcr Kestrtrmrt, Ctakan I ,  Pustaka 
Belajar, 2002, hlm xvii. 

I 7~ iha t  dalam, Suwondo, Maknlah Deseritralisasi Peltij~~rzarz Pilblik: Hirburtgan 
Konlpbntertfer Artfara Sekfor Negnra, Meknrtisrne Pasar Darr Orgurtisrrsi Non- 
Penzeritltnh. Malang: Januari 2000, t~ lm 11. 



sebagai suatu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, 

baik yang menyangkut keputusan administrasi maupun keputusan politik 

dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. 

Ada beberapa alasan perlunya pernerintah pusat mendesentralisasikan 

kekuasaan kepada pemerintah daerah, samodral* menguraikan sebagai 

berikut; (I)  segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan 

warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri 

maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui 

pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. (2) segi manajemen 

pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik. (3) segi 

kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan 

suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, 

kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. (4) segi kepentingan 

pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pernerintah 

pusat dalam mengawasi program-programnya. (5) segi percepatan 

pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam I-angka 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

I8samodra, W, Good Governnrtce Dolt Otorlonti Doerall Dalarrt Me,v~ij~r(lkur~ 
Good Goverr~artce Melalui Pel(~-yrvo~r art Ptrblik, Gadja h Mada University Pi-ess, 
Yogyakal-ta, 2005, hlm 17. 



Pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah perlu didasarkan pada beberapa hal. The Liang ~ i e ' ~  menyebutkan 

sebagai berikut; 

(1) dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk 

mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang 

pada akhirnya dapat menimbulkan tirani; (2) penyelenggaraan 

desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk 

menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri 

dalarn menggunakan hak-hak demokrasi; dan (3) dari sudut 

tekms organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk 

mencapai suatu pemerintahan yang efisien. 

2. Konsep Desentralisasi Dalam Pendidikan 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, 

telah mengakibatkan te~jadinya pergeseran arah paradigma pendidikan, dari 

paradigma lama ke paradigma bard0, meliputi berbagai aspek mendasar 

yang saling berkaitan, yaitu (1) dari sentralistik menjadi desentralistik, (2) 

dari kebijakan yang top down ke kebijakan yang bottom up, (3) dari 

orientasi pengembangan parsial menjadi orientasi pengembangan holistik, 

(4) dari peran pemerintah sangat dominan ke meningkatnya peran serta 

masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif, serta (5) dari lemahnya peran 

institusi non sekolah ke pemberdayaan institusi masyarakat, baik keluarga, 

LSM, pesantren, maupun dunia usaha. 

'",hat dalam, Fauzan. M. 2006. H~ikrinr Pemeriittakan Dnerah Kajian Tentang 
Hirbii~tgrnr Keirnrtgnlr Alrtnrn Piisat Dan Dnernh, UII Press, Yogyakal-ta, 2006, hlm 21. 

20 Fasli Jalal, Refor~nasi RerlrIi(1ikart DaIalrt Kottteks Otonomi Dnel*ah. Adicita 
Karya Nusa, Yogyakal-ta, 2001: hlm 5. 



Belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain dalam pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan, supriadi2' mengelompokkan sistem desentralisasi 

pengelolaan pendidikan menjadi empat kemungkinan, yaitu; (1) suatu 

negara menganut sistem pengelolaan pendidikan sentralistik tanpa disertai 

dengan manajemen berbasis sekolah; (2) suatu negara menganut sistem 

pengelolaan pendidikan desentralistik (ke tingkat provinsi atau 

kabupatenkota), tetapi tidak diikuti dengan manajemen berbasis sekolah; 

(3) suatu negara menganut sistem pengeloaan pendidikan sentralistik, tetapi 

pada saat yang sama mengembangkan manajemen berbasis sekolah; dan (4) 

suatu negara menganut sistem pengelolaan pendidikan desentralistik dan 

sekaligus melaksanakan manajemen berbasis sekolah. 

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, 

yaitu: pevtama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam ha1 

kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah (provinsi dan distrik), dan kedua, desentralisasi 

pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di 

tingkat ~ e k o l a h ~ ~ .  Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama 

berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan 

pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi 

pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih 

" Lihat dalam, Hasbullah, Otoltomi Ptntdirlikalz, Kebijakalz Otonotrri Dael.ak rlalt 
Intplikasirtya Terlzahp Peltyeleltggrrraalt Peltrlirlikan, PT Raja Grapindo Persada, Jaka~ta, 
2010, hlm 19-20. 

22 Armida S. Alisyahbana, Otottonti Daeralz rlatt Deselrtalisasi Peltrlirlikart. Jurnal 
Analisis Sosial Vol. 5 No. 01 Janua~i 2000 hlm 29-31. 



besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Sementara itu, Nuril ~ u d a ~ ~  mengemukakan tiga model 

desentralisasi pendidikan, yaitu (1) manajemen berbasis lokasi (site-based 

management), (2) pengurangan administrasi pusat, dan (3) inovasi 

kwrikulum. Pada model manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan 

meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah. Model 

pengurangan administrasi pusat merupakan konsekuensi daii model 

pertama. Pengurangan administrasi pusat diikuti dengan peningkatan 

wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model ketiga, inovasi 

kurikulum menekankan pada inovasi kurikulurn sebesar mungkin untuk 

meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. 

Kurikulum ini disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah 

atau sekolah yang bervariasi. Di antara ketiga model ini, model manajemen 

berbasis lokasi yang banyak diterapkan, untuk meningkatkan otonomi 

sekolah dan mernberikan kesempatan kepada guru-guru, orang tua, siswa 

dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan. 

Kemudian, Fakry ~ a f f a r ' ~  mendefinisikan desentralisasi pendidikan 

merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan 

yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan 

wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk inen~ecahkan 

" ~ u r i l  Huda, Decentralization Of Ed~rcution Zrl Zrtdoitesia: Problem Of 
Znrplenzentation, Juinal Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No 3. 1998, hlm 16. - .  

' ' ~ a k r ~  Gaffar. (1 990). Iniglilrnsi Desentrt~lisasi Pendidikan Mer?yoi~g.sontg Abntl 
ke-21. Julnal Milnbar Pendidikan, Vol 3. No. 01 Oktober, 1990, hlm 18. 



berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, 

baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun. 

Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi, 

Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor 

pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus 

desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan 

kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan 

~ e k o l a h ~ ~ .  Namun apabila tujuan dan orientasi kepada desentralisasi 

pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas 

dari hasil proses belajar mengajar, maka desentralisasi pendidikan lebih 

difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua 

dalarn proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang 

paling menentukan. 

E. Metode Penelitian 

1. Objek penelitian 

Implementasi desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan Peraturan 

Daerah No : 13 Tahun 2006 di Kabupaten Pamekasan. 

2. Subjek penelitian 

a. Kepala Dinas Pendidikan beserta personilnya di Kabupaten 

Pamekasan. 

b. Ketua Dewan Pendidikan beserta personilnya di Kabupaten 

Pamekasan. 

'j Nuril Huda, Op, Cit, hlm 20. 



3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) 

yang terdiri atas: 

1). Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan 

2). Bahan Hukum Sekunder, berupa rancangan peraturan 

perundang undangari, literatur, jumal serta hasil penelitian 

terdahulu 

3). Bahan Hukum Tersier, berupa kamus dan ensiklopedi. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Pengumpulan data yang diperlukan dengan cara studi pustaka dan 

studi dokumen, yakni mencari dan mengumpulkan data-data 

sebagai dasar referensi dalam memecahkan permasalah dalam 

penulisan penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, yaitu 

mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung 

dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat 

melakukan pengumpulan data berupa dafiar pertanyaan yang 

masih bersifat terbuka dan hanya meliputi garis besar pertanyaan, 



sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih 

lanjut. 

5. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni 

metode yang meninjau, membahas objek dan menganalisa data 

guna menyelesaikan suatu permasalahan sebagai das sein dengan 

mengacu pada das sollen atau yang seharusnya terjadi pada segi- 

segi yuridis materi acuannya yaitu Peraturan Daerah No : 13 Tahun 

2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 

6. Analisa Data 

Data-data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun 

penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode desknptif 

kualitatif, yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan yang 

ada yang ditemukan dilapangan, beserta data-data yang ada, 

kemudian dianalisa secara kualitatif yakni menyajikan menurut 

daya mutunya dan bukan menurut daya jumlahnya. Kemudian 

ditarik pada kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang 

ada. 

E. Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan bab pendahuluan, di mana pada bab ini 

menjelaskan mulai daii latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kerangka teoritik, metode penelitiail dan sistematika penulisan. 

Bab IT merupaltan bab yang meninjau teori-teori ummn tentang 

otonolni dael-all , otononli daerah dalarn N:KRI, kewenangan kabupaien/ko-ta 

2 1 



dalam otonomi daerah, prinsip dan tujuan otonomi daerah, prinsip dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah, tujuan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah, desentralisasi dalam pendidikan, pentingnya desentralisasi dalam 

pendidikan, prinsip-prinsip desentralisasi dalam pendidikan, kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, 

dan pemerataan perluasan akses pendidikan. 

Bab 111 merupakan bab yang meninjau tentang kedudukan PERDA 

dalam hirarki peraturan perundang-undangan, PERDA sebagai subsistem 

peraturan perundang-undangan, materi muatan PERDA, dan PERDA 

sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah. 

Bab IV merupakan bab tentang implementasi desentralisasi bidang 

pendidikan berdasarkan PERDA IVo: 13 Tahun 2006 tingkat SD dan SLTP 

di Kabupaten Pamekasan, profil daerah Kabupaten Pamekasan, kondisi 

sosial budaya, agama dan ekonomi, pendidikan setingkat SD dan SLTP di 

Kabupaten Pamekasan, implementasi desentralisasi bidang pendidikan 

tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan, faktor pendukung dan 

penghambat implementasi desentralisasi bidang pendidikan tingkat SD dan 

SLTP di Kabupaten Pamekasan, d m  upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi 

faktor penghambat desentralisasi pendidikan tingkat SD maupun SLTP. 

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran yang dihasilkan dari pembahasan hasil penelitian dalam bab 

sebelumnya. 



BAB I1 

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN 

A. Otonomi Daerah 

1. Otonomi Daerah Dalam NKRI 

Pasal 1 ayat (1) UUD 1 9 4 5 ~ ~  menyatakan, Negara Indonesia ialah 

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) 

UUD 1945 menyatakan, Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah- 

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 

yang diatur dengan undang-undang. Artinya, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menurut UUD 1945 adalah desentralisasi, bukan sentralisasi 

sehingga pemerintahan daerah diadakan dalam kaitan desentralisasi. Dalam 

kerangka desentralisasi menurut pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Pernerintah 

daerah menjalankan ~ t o n o m i ~ ~  seluas-luasnya, kecuali urusan pernerintah 

yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dijalankan berdasarkan 

desentralisasi, dengan otonomi yang seluas-luasnya. 

Selanjutnya, Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 menetapkan, Pemerintahan 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 

26 Undang-Undang Dasar 1945: Setelall Amandernen. Citra Media Wacana. 
27 Daerah otonom dibedakan tiga kelompok; Pertamn, pemerintahan dalam arti 

sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eltsekutif ztau administrasi negara, Kedua, 
pemerintahan dalam arti zgak luzs yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif 
tertentu yang melekat pada pemel-intahan otonom, dan Keliga, pernerintahzn dalan~ ai-ti luas 
yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eltsek:~tif d a ~ i  yudikatif dan lain 
sebagainya. Lihat dalaln, Bagir Manan, iVet1y0,1~ys0>rg Frrjrrr Bfonon~iDaernh~ Pusat Stirdi 
Hukum FH UII, Yogyakarta, 200:, lilm 103-104. 



untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Artinya, Peraturan 

Daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Seinenjak Indonesia merdeka, sudah terdapat undang-undang yang 

mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Selama masa itu, bandul penerapan 

otonomi daerah bergerak fluktuatif, dalam suatu titik berada pada posisi 

Pemerintah Daerah, dan suatu waktu lagi berada pada Pemerintah pusat2'. 

Hal ini mengindikasikan bahwa formulasi mengenai otonomi daerah dengan 

segala implikasinya belum secara permanen menjawab kebutuhan dan 

kepentingan dua kutub pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Setelah Pemerintah Orde Baru mengahiri masa 

pemerintahannya pada 20 Mei 1998 karena disapu gerakan reformasi, 

kemudian disusul dengan percepatan Pemilu di Tahun 1999, UUD 1945 

yang selama pemerintahan Orde baru disakralkan dan tidak dapat diubah 

oleh MPR sekalipun, pada 19 Oktober 1999 untuk pertama kali UUD 1945 

diamar~demen~~. Setelah amandemen yang pertama kali kemudian 

dilanjutkan amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, MPR melalui Sidang 

Tahunan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 

dengan mengubah danlatau menambah, diantara pasal yang dirubah adalah 

pasal 18 BABVI tentang Pemerintahan Daerah. 

28  Ketentuan yang inengatur antara pusat dan daerah tidak bersifat lthusus atau 
eksklusif. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur seluruh 
segi antara pusat dan daerall. Lihat dalam, Bagir Marian, Hiibirrigan Arztura Piisut rlari 
Daeruh Merziirirt Urz[lurzg-~rri[I[rrzg Dasur 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 
16. 

'9~i 'matu l  Huda, Oto~ionti D[~eruIz filosofi, Sejaralt Perkeniburignn [Ian 
Problenitrtika, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakai-ta, 2009, hlrn, 17. 



Dalam Pasal 13 UUD 1945~' hasil amandemen disebutkan antara 

lain; (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- 

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pernerintahan Daerah, 

yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintah Daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;. (3) Pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota merniliki Dewan Penvakilan Rakyat 

Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) 

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala 

Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis; (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan pemerintah; (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan; (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

diatur dalam undang-undang. 

Selanjutnya, dalam pasal 18A UUD 1945, disebutkan diantaranya; 

(1) hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

provinsi, kabupaten, kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, 

diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah; (2) hubungan keuangan, pelayanan umum, peinanfaatan 

sumber daya alam lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
. . 

- 
30 Undang-Undang Dasar 1945, Setelah Amandemen, Citra Media Wacana 



diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 

Kemudian dalam Pasal 18B disebutkan diantarannya; (1) Negara mengakui 

dan menghornlati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus 

atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang; dan (2) Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. 

Titik berat otonomi ada pada KabupatedKota sebenarnya sudah 

dikenal sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

Pokok Pernerintahan di Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP 

Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaran Otonomi dengan titik berat 

pada KabupatedKota. Kemudian pada era reformasi diperkuat lagi dengan 

hadirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah, diikuti oleh terbitnya UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai Keuangan Negara dan 

Daerah. Perubahan tersebut terus berlanjut dengan diterbitkannya UU 

Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU Noinor 

22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dan 

penyempurnaan UU Nomor 25 Tahun 1999. Perubahan tersebut telah 

memberikan kesempatan yang nyata di dalam perubahan mekailisme 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 



2. Kewenangan KabupatedKota Dalam Otonomi Daerah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemelintah dan pemerintah 

daerah hams menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan 

dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku3'. 

Pasal21 UU No. 32 Tahun 2004, menentukan bahwa dalarn peyelenggaraan 

otonomi daerah, daerah Kabupaten mempunyai hak antara lain; (a) 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; (b) memilih 

pemerintahan daerah; (c) mengelola aparatur daerah; (d) mengelola 

kekayaan daerah; (e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; ( f )  

mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya yang berada di daerah; (g) mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan lain yang sah; dan (h) mendapatkan hak lainnya yang diatur 

dalarn peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya, dalan pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004, Daerah 

KabupatenIKota mempunyai kewajiban; (a) melindungi masyarakat, 

menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara 

Kesatuan republik Indonesia; (b) meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat; (c) mengembangkan kehidupan demokrasi; (d) mewujudkan 

keadilan dan pemerataan; (e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; ( f )  

menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; (g) inenyediakan fasilitas sosial 

dan fasilitas umum yang layak; (h) mengembangkan sistem jaminan sosial; 

(i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; (j) mengembangkan 

sumber daya produktif di daerah; (k) melestarikan lingkungan hidup; (1) 

3'  ~ i m l  Asshiddiqie, Perlrern bangar1 Dart Kor~solidnsi Lent blrgll ~\~egni.cr Pfrscrr 
Reformasi, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 261. 



mengelola administrasi kependudukan; (m) melestarikan nilai sosial budaya; 

(n) membentuk dan menerapltan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan (0) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi 

terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana 

temuat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dengan sumber 

pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai 

dengan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, dikeluarkan Undang- 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertujuan memberdayakan 

dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem 

pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, 

bertanggungjawab, dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan 

keuangan antara pusat dan d aerah. 

Adapun kewenangan-kewenangan KabupatedKota sebagaimana 

Murtir jaddawi sebutkan secara terperinci antara lain sebagai berikut3': 

1. Bidang pertanian meliputi, perencanaan dan pengendalian dan 
pengedalian, pengelolaan sumber daya lahan, pemanfatan air irigasi, 
pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan pertanian, 
penelitian, dan pengembangan teknologi pertanian, pupuk dan 
pestisida, obat hewan, alat dan mesin pertanian, pakan temak, 
perlindungan tanaman, pembibitan temak, perlindungan tanaman, 
kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan petemakan, 
pemberian perizinan, pembinaan usaha, sarana usaha, ketahanan 

32 Murtir Jaddawi, Mentucir Irtvestasi di Era Otor1orrzi Duc>rrri:, Krgiurr Bebcrapa 
P e d a  Tentang Perrar~rrnrrrrr Morlrrl, Ctkn. Pertains, UII Press Yogyakarta, 2005 hlm; 114- 
118. 



pangan serta pengembangan statistik dan system informasi 
pertanian. 

Bidang kelautan meliputi, penetapan kebijakan dan perencanaan 
pengelolaan wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan di 
wilayah pengelolaan laut daerah, menetapkan tata ruang laut di 
wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi laut, menetapkan 
kebijakan pemanfatan dan pengawasan wilayah dan sumber daya 
laut di daerah, melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah 
dan sumber daya laut dari kerusakan dan pencemaran, merencanakan 
pembangunan perikanan lingkup kabupatenkota, dan mengawasi 
wilayah dan sumber daya kelautan dan perikanan. 

3.  Bidang kehutanan dan perkebunan meliputi, penyelenggaraan 
pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 
kayu pada hutan produksi, penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin usaha 
pernungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung, 
penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekontruksi dan penataan 
batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah 
kabupatenkota, penertiban hasil hutan illegal, penyusunan rencana 
perkebunan, pernbangunan, pengelolaan, dan pembinaan balai benih 
serta pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di 
kabupatenkota. 

4. Bidang perindustrian dan perdagangan meliputi, penyusunan rencana 
pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan, pemberian 
izin usaha industri, tanda daftar industri, penerbitan surat izin usaha 
perdagangan, pelatihan teknis manajemen bagi usaha kecil dan 
menengah, penyediaan informasi pasar, mendorong usaha 
peningkatan ekspor daerah dan pemberdayaan usaha kecil dan 
menengah di bidang dan perdagangan. 

Bidang Perkoperasian meliputi, penyusunan rencana operasional 
program pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah, 
penetapan kebijakan teknis operasional programdan anggaran 
bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusih bagi 
pernbangunan koperasi dan usaha kecillmenengah, pelaksanaan 
bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan usaha kecillmenengah 
dan mengkoordiilasikan program ketei-paduan pemberdayaan 
koperasi dan usaha kecil menengah. 

6. Bidang. kepariwisataan meliputi, melaksanakan peinbinaan dan 
pengelolaan kebudayaan daerah, memberikan penghargaan 
kebudayaan tingkat kabupatenkota, malaksanakail pendataan 
informasi kebudayaan, melaksanakan kegiatan peinbinaan, 
pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual, antara 



lain penelitian, pengkajian, penulisan, dan perluasan informasi, 
pemberian izin dan pengawasan hotel, restoran, dan sarana wisata 
lainnya. 

7. Bidang ketenagakerjaan meliputi, penempatan dan pendayagunaan 
tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga 
kerja, pengawasan norma ketenagakerjaan, pengawasan norma 
penelitian dan penetapan kerja, pengawasan jamsostek, pelatihan 
kerja, produktifitas kerja, serta pengembangan dan perluasan ke rja, 
pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmigrasi, 
penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk. 

8. Bidang kesehatan meliputi, perencanaan pembangunan kesehatan, 
pengorganisasian system kesehatan kabupatenkota, perizinan 
praktek tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan, perizinan 
distribusi pelayanan obat skala kabupaten kota, pendayagunaan 
tenaga kesehatan, penyelenggaraan system informasi kesehatan, 
pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar, pencegah dan 
pemberantasan penyakit dalam lingkup kabupatenkota. 

9. Bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi, penyusunan, 
penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, 
SMU, SMK, dan pendidikan luar sekolah (PLS), pelaksanaan 
penerimaan dan perpindahan peserta didik TK, SD, SLTP, SMU, 
SMK, dan PLS, penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, 
pendayagunaan, perawatan sarana/prasarana pendidikan, pengadaan 
buku pelajaran dan bahan ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan 
modul program PLS, kepemudaan dan keolahragaan, pelaksanaan 
mutasi tenaga kependidikan, pelaksanaan akreditasi lembaga 
pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan lembaga pendidikan 
luar sekolah. 

10. Bidang sosial meliputi, perencanaan pembangunan kesejahteraan 
sosial, penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan kesejahteraan 
lanjut usia terlantar, pelaksanaan kesejahteraan sosial anak balita 
melalui penitipan anak, pemberdayaan karang taruna, 
penanggulangan korban bencana alarn, korban kekerasan, dan 
pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja. 

11. Bidang penataan ruang meliputi, pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan yang berhubungan dengan tata 
ruang kabupatenkota. 

12. Bidang pemukiman meliputi, pengaturan, pembinaan, pembangunan, 
dan pengawasan program pemukiman di daerah kabupatenkota. 



13. Bidang pekerjaan umum meliputi, pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan bidang jalan, saranalprasarana 
perkotaan dan pedesaan. 

14. Bidang perhubungan meliputi, penyusunan dan penetapan rencana 
umum jaringan transformasi jalan skunder, penyusunan dan 
penetapan klas jalan kabupatenkota, penyelenggaraan terminal 
penumpang dan terminal barang, pelaksanaan pengujian berkala 
kendaraan bennotor, pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor 
di jalan, penyusunan jaringan trayek angkutan kota, penyusunan 
jaringan trayek angkutan pedesaan, pemberian surat izin usaha 
perusahaan pelayaran, pemberian surat izin usaha penunjang 
angkutan laut, pelaksanaan pemberian IMB bagi bangunan- 
bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan setelah 
mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar udara dan 
penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah. 

15. Bidang lingkungan hidup meliputi, penyusunan rencana pengedalian 
surnber daya, penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi social 
lingkungan hidup, penyusunan rencana kerja pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, penilaian analisis 
mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial 
berdampak negative pada masyarakat luas serta penyusunan profil 
dan sistem informasi geografis dan atlas daerah pengelolaan 
lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan 
membuat tata cara dan prosedur pengelolaan. 

16. Bidang kependudukan meliputi, penetapan kebijakan dinamika 
kependudukan yang mendukung pembangunan daerah, penataan 
persebaran penduduk, penataan urbanisasi, dan migrasi non 
permanen, pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk, 
penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan serta 
penyelenggaraan analisis dampak kependudukan, penerbitan kartu 
keluarga, kartu tanda penduduk, dan penerbitan akta catatan sipil. 

17. Bidang olah raga meliputi, penyusunan dan penetapan program 
kegiatan kepernudaan, keolahrgaan, pelaksanaan pengelolaan, dan 
penilaian kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, pengadaan modul 
pembelajaran program keolahragaan dan kepemudaan, pemberian 
penghargaan dan perlindungan kepernudaan dan keolahrgaan serta 
pengembangan olah raga tradisional/masyarakat. 

18. Bidang penanaman modal terbagi terbagi beberapa sub bidang, yaitu 
sub bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan dan 
penanaman modal, meliputi, identifikasi potensi sumber daya daerah 
yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi daerah serta 
petunjuk tentang potensi surnber daya alarn, sumber daya manusia, 
dan kelembagaan, identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha 



kecil, menengah, dan besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam 
rangka kemitraan, penyusunan program pengembangan penanaman 
modal daerah kabupatenkota dalam bentuk rencana strategis daerah 
sesuai dengan program pembangunan daerah, penetapan bidang 
usaha ungguldprioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung 
daerah dalam bentuk daftar bidang-bidang usaha unggulan/prioritas, 
penyiapan usalan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk 
penanaman modal, tertutup untuk PMA, penyusunan profil proyek 
penanaman modal bidang usaha ungguldprioritas, penyusunan 
profil investasi proyek kemitraan, penetapan kebijakan pemberian 
intensif khusus sesuai dengan kewenangan kabupatenkota, 
pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha 
kecil dan menengah serta penyelenggaraan kewenanganlain dibidang 
kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang 
belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan 
pemerintah dan propinsi. Sub bidang promosi dan kerjasama 
internasional penanaman modal, meliputi penyelenggaraan promosi 
penanaman modal daerah, pelayanan perizinan penanaman modal 
dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah 
kabupatenkota. 

B. Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah 

1. Prinsip Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah dilihat sebagai wadah berkah bagi 

daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah 

memiliki keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya 

sendiri. Otonomi bertitik tolak dari adanya hak dan ~ e w e n a n ~ ~ ~  untuk 

berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus 

rumah tangga daerahnya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan 

mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan 

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. 

33 
-- Lihat dalarn, E. ICoswara, -_Qto~ronri Daernh Ulltlrk Drmokrasi DRII 

Kenrnlrrliricrn Rakycrt, PT. Sembrani aksara nusantara, Jakarta, 2001, hlm 77. 



Dalam hubungan inilah pemerintah daerah hams memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Adapun beberapa prinsip dasar yang hams diperhatikan antara lain sebagai 

b e r i k ~ t ~ ~ ;  

1. Prinsip Kepastian Hukum 

a. Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional, 

hukum adat dan etika kemasyarakatan; 

b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga kemayarakatan; 

c. Desentralisasi dalarn penyusunan peraturan perundang- 

undangan, pengambilan keputusan publik dan lain-lain yang 

berhubungan dengan kepentingan masyarakat has;  

d. Pengawasan masyarakat yang dilakukan DPRD, dunia pers, dan 

masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat 

dipertanggungjawab. 

2. Prinsip Keterbukaan 

a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas 

desentralisasi dan transparansi; 

b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk 

hidup layak, hak akan rasa arnan dan nyaman, persamaan 

kedudukan dalam hukum dan lain-lain; 

c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. 

34 Hardijanto, Ptnzbertlc1y11trn Aparntur Ntgaru Mtnzrju Good Govenzance, 
makalah disampaikan pada TOT pengadaan barangljasa menuju good governance. 2002, 
hlm 2. 



3. Prinsip Akuntabilitas 

a. Prosedur dan mekanisme ke j a  yang jelas, tepat, dan.benar, yang 

diatur dalarn peraturan peraturan perundang-undangan, dengan 

mengutamakan pelayanan kepada masyarakat; 

b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum; 

c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar 

hukum; 

4. Prinsip Profesional 

a. Sumber daya manusia yang memiliki .profesionalitas dan 

kapabilitas yang memadai, netral serta didukung dengan etika 

dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia; 

b. Memilki kemarnpuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

c. Memodernisasi administrasi Negara dengan mengaplikasikan 

teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna. 

Kaitan dengan ha1 tersebut, di bagian Penjelasan Umum Undang- 

undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa : 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua 
urusan opemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan 
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran 
serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaltsanakan pula prinsip otonomi yang 
nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip 
bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksailakan berdasarkan 
tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan 



berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembailg sesuai dengan potensi 
dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap 
daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud 
dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya hams benar-benar sejalan dengan tujuan dan 
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan 
daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mempakan 
bagian utama dari tujuan nasional. 

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah hams selalu 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam 
masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga hams 
menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, 
artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal 
yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu 
menjamin hubungan yang serasi antar daerah dan pemerintah, artinya 
harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan 
tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 
mewujudkan tujuan Negara. 

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang 
hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa 
pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, 
perencanaan dan pengawasan. Di samping itu, diberikan pula standar, 
arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, 
pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan 
fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan 
dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat 
dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah hams dilakukan secara 

bertanggung jawab. Artinya adalah pelaksanaan otonomi daerah35 yang 

disertai dengan pertanggungjawaban daerah sebagai konsekwensi dari 

pemberian kewenangan dan hak yang lebih luas kepada daerah. Pemberian 

otonomi hams dibarengi dengan kewajiban pemerintah daerah untuk 

menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh pemberian otonomi. Oleh 

sebab itu, Dalam pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

35 Syukani HR, Metintap Hnrapa~i Musn Depatz Otonomi D ~ e r u k ,  Makalah, 
Kalimantan Timur, 2000, him ! 1. 



Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri antara 

lain; 

a. Asas Kepastian Hukum 

Sebagaimana sering disebutkan bahwa negara hukum bertujuan 

untuk menjamin bahwa kepastian hukum hams tenvujud dalam kehidupan 

masyarakat, bahwa tujuan utama adanya hukum adalah36 jaminan 

ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam hukurn. Selma ini sudah sangat 

banyak kita memproduksi undang-undang untuk mengatur langkah 

mencapai tujuan reformasi, tetapi belum banyak pemimpin-pemimpin yang 

tegas dan berani untuk menegakkan h ~ k u m ~ ~ .  Kepastian hukum merupakan 

faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

b. Asas Kepentingan Umum 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan tetap hams 

mengacu pada asas kepentingan umurn dimana didasarkan pada wewenang 

untuk melindungi dan memperhatikan aspirasi yang ada dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam ha1 ini, pemerintah daerah dapat meilyesuaikan diri 

dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan 

umum yang ada dalain masyarakat. 

36 Mochtar Kusumaatmadja, Korzsep-Konsep Penlburlgirnarz Hirkirnt Dalunr 
Pembrrngunun, Alumni-Bandung, 2002, hlm. 5-6. 

37 Mahfud MD, Konstitlrsi Drrn Iglrkunr D~lanl Kontroversi Is~r, Rajawali Pers, 
Jakarta 2009. hlm 107. 



c. Asas Keterbukaan 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan pernerintah 

daerah hams tetap dengan cara yang transparan, artinya masyarakat akan 

lebih mudah mengetahui dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang 

membangun. Aspirasi dan pendapat yang berkembang dalam masyarakat itu 

ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang 

be~manfaat~~.  Supaya semua kebijaksanaan publik dan peraturannya 

mendapat dukungan dari masyarakat untuk bisa efektif. 

d. Asas Proporsionalitas 

Dalam ha1 ini, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas ini mencerminkan asas 

pelarangan penyalahgunaan kekuasaan3', sebab penyalahgunaan kekuasaan 

itu sendiri adalah penyalahgunaan wewenang dan hak kewajiban yang 

melekat pada pemerintah dalam hubungannya dengan rakyat. Dalam ha1 ini 

hams tunduk pada hukum dan kekuasaan itu sendiri. 

e. Asas Profesionalitas 

Asas profesionalitas ini, menghendaki bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan hams didasarkan keahlian yang dimiliki dari 

oleh pemerintah, sehingga program atau tujuan dari pelaksanaan program 

tersebut dapat tercapai tanpa adanya kekeliruan yang dapat bertentangan 

dengan undang-undang yang ada. 

38 Sramdas, Keterbrrkacirt dan Keadilarz, http:sramdas.blogdetik.com/ diakses 04 
Maret 200 1. 

39 Roy Sanjaya, Arznlisis asas penzerirttcrharz ynrzg baik derrgnn kuitarzltj~a dertgan 
lrlr pertyeletzggarnarz pcnlcritttuhrtn yrrrig bbrk, http:// ~oysanjaya.blogspot. com/2008/101 
analisis-asas- pemerintahan-yang-baik.html, diakses 04 Maret 201 1. 



f. Asas akuntabilitas 

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik menghendaki 

adanya asas akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law. 

Sementara pemerintah yang bersih menuntut terbebasnya praktek yang 

menyimpan$'. Sedangkan pemerintah yang benvibawa menuntut adanya 

ketundukan, ketaatan, dan kepatutan rakyat terhadap undang-undang, 

pemerintah dan kebijakan pemerintah. 

g. Asas efisiensi 

Asas efisiensi ini merupakan asas yang dapat menghasilkan hasil 

terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah, artinya dalarn asas ini ada 

perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. 

h. Asas efektivitas 

Kernudi an yang terakhir dari asas umum penyelenggara negara 

dalam pemerintahan adalah asas efektivitas, dimana asas ini berorientasi 

pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja 

yang terbaik. Dalam asas efektivitas ini, maksudnya adalah 

penyelenggaraan perintahan di daerah hams bekerja dengan baik, sesuai 

dengan tujuan semula yang terkandung dalam undang-undang tentang 

pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Tujuan Dalarn Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 

18 UUD RI 1945. Pasal tersebut yang inenjadi dasar penyelenggaraan 

40 Sedarmayanti, Good Gover~rance, Kepemeri~rtalzurr Yarig Baik, Bugilrrr Kerlurr, 
Mmr bangun System -Manajmen -Ki~zerja Gsrnrr Merzi~igkatkurr - Prorluktifittns Me11 s~jzjlr 
Good Goverrznrzce Keperneri~ztrrl~nn Yuirg Baik, cetkn pertama. Mandar Maju. Bandimg. 
2004, hlm 17. 



otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong 

pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan 

pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan 

hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa4'. 

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain 

adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu 

dalam menangani urusan daerah4'. Dengan demikian pusat berkesernpatan 

mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan 

mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat 

diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro 

(luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat 

strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses 

pemberdayaan yang optimal43. Kemampuan prakarsa dan kreativitas 

pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemarnpuannya dalam mengatasi 

berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin h a t .  

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai 

b e r i k ~ t ~ ~ ;  (a) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik; (b) pengembangan kehidupan demokrasi; (c) keadilan; (d) 

pemerataan; (e) pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI; (g) mendorong untuk 

memberdayakan masyarakat; dan (h) menumbuhkan prakarsa dan 

4 1 Bagir Manan, Perjrrlarzrrn Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perrmrusrrn rlurt 
Urzdarzg-Urzarzg Pelaksanrrrtya), Unsika, Kerawang. 2003, hlm 9. 

"~ iza l i  Abdul lah, Pelnkasartarm Otortorrt i Daerrrlt Lrras Drrrl Iszr Fedemlisnz 
SebagrriSurrtu Alterrtative, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm32. 

43 Lihat dalam, HAW Widjaja, Otonefiti Daerrdz- Dan Ducrnlt Otorzont, Raja 
Garafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 26. . - 

44 HAW Widjaja, Op, Cit, 52. 



kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran 

dan fungsi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah. 

Sedangkan Tujuan otonomi daerah menurut sarundajang5 adalah 

sebagai berikut; 

a. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan 
inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah 
sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional 
dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan 
bawah; 

b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya 
guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas 
jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat; 

c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian 
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses 
penumbuhannya; dan 

d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan 
pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan 
rakyat yang makin meningkat. 

C. Desentralisasi Pendidikan 

1. Pentingnya Desentralisasi Dalam Pendidikan 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang 

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan telah banyak 

dilakukan oleh pemerintah, dalam ha1 ini Kementerian Pendidikan Nasional, 

antara lain melalui pengembangan serta perbaikan kurikulum dan sistem 

45 Sa~undajang, Arus Balik Kek~rasoarr P~rsnt kt. Drru:ulz: Pustaka Sinar Harapan. 
Jakarta, 1999, hlni 36. 



evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan 

materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta 

pembinaan manajemen sekolah. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut 

belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Faktor-faktor penyebab kekurangberhasilan dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan antara lain karena strategi pembangunan 

pendidikan selama ini lebih bersifat input-orient-ed serta pengelolaan 

pendidikan yang sentralistis dan macro-oriented, dimana semua diatur oleh 

jajaran birokrasi di tingkat pusat46. Pola pembinaan pendidikan demikian 

'D 

kurang efisien dan kurang memberikan peluang kepada pihak sekolah untuk 

melakukan pemberdayaan diri kearah kemandirian sekolah. 

Agar sekolah dapat diberdayakan secara optimal, sekolah perlu 

diberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengelola 

sendiri potensi dirinya sesuai dengan kondisi-kondisi objektif di dalamnya 

dan sejalan dengan kebijakan pernerintah mengenai pendidikan nasional dan 

desentralisasi pendidikan. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang 

menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Dalam pasal 4 ayat (6) disebutkan, "Pendidikan 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengedalian mutu layanan 

pendidikan." Selain itu, undang-undang ini memberikan kapasitas kepada 

publik untuk ikut berpartisipasi dan mengelola pendidikan serta peluang 

- - 46 B .  Suryosubroto, Mutzujenretz Petzrlirliku~z cli-Sekolult,. Jakarta,. Renika Cipta, 
2004, him. 203-204. 



untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Peran masyarakat 

adalah sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 

Selanjutnya, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis 

masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan 

agarna, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. 

Salah satu kebijakan pendidikan yang muncul mewarnai alam 

reformasi adalah School Based Management (SBM) atau Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) yang di Indonesia dikenal dengan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) kebijakan ini merupakan 

upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

pendidikan47. Adanya pergeseran gaya penentuan keputusan yang 

sentralistis menjadi terdesentralisasi pada sekolah, esensinya adalah 

kewenangan dan kemandirian sekolah untuk mengelola dan mengambil 

keputusan yang dianggap terbaik bagi kepentingan sekolah serta peserta 

didik yang dilayaninya dan masyarakat. 

Seperti yang telah disinggung di atas, model Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di negara Indonesia telah banyak mewarnai manajemen 

pendidikan. Di Indonesia, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) disebut 

sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

NIPIVIBS dapat diai-tikan sebagai model manajemen yang memberikan 

otonomi lebih besar dan flesibilitas kepada sekolah, serta mendorong 

partisipasi secara langsung warga sekolah, dan masyarakat untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan 

47 Ade Irawan, Menldagangkan Sekolah; St~rrli Kebijrrkrrn MnnrQe~~len Berbnsis 
Sekobh di DKI Jakarta, Jakarta, ICW, 2004, him. 3 1. 



peraturan perundang-undangan yang b e r l a k ~ . ~ ~  MPMBS merupakan bagian 

dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan 

pendidikan nasional yang berlaku. Sedangkan pengambilan keputusan 

partisipatif adalah cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan 

lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah di dorong 

untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang 

dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan ~ e k o l a h ~ ~ .  Sehingga, 

diharapkan sekolah menjadi mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

mempunyai tingkat kemandirian tinggi, adaptif, antisipatif, dan proaktif; 

memiliki kontrol yang h a t  terhadap input manajemen dan sumber dayanya; 

memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi 

pada dirinya; dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. 

Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan 

kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat 

serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Peinberian otonomi 

ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar 

dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan 

berbagai komponen mesyarakat secara efektif guna mendukung ke~najuan 

48 Nurkholis, Manrtjerner~ Berbasis Sekolrrh, Jakarta: Grasindo, 2003, hlm. 107. 
Lihat juga dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, fVfa~~ajen~etz Per~ir~gkntar~ 
Mzitzr Berbnsis Sekolalz, Kot1st.y Dnsar, Jakarta, Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 
2002, hlm. 3. 

49 Umiarso Br. Imam Gojali, Mnrlajettrerr Mrrtu Sekolah, rli Era Otor~onri 
Penrlirliknn, Mer?jrral Mzitrr Per~rlirlikrrrl Detzgrrn Perrrlekntarr Qzrality Corrtrol Brrgi 
Pelnklr Len~bagrr Per~rliciiknrr, ctk Peitama, IrciSoD, Yogyakarta, 2010, hlm 47. 



dan sistem yang ada di sekolah. Dengan landasan tersebut, pemerintah 

mencoba untuk menerapkan desentralisasi sebagai solusi. 

Selain ha1 tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menjadi 

pendorong penerapan desentralisasiS0. Pertama, tuntutan orang tua, 

kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru 

untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. 

Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat 

bekerja dengan baik dalam meningjkatkan partisipasi siswa bersekolah. 

Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespons secara efektif 

kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. Keempat, 

penarnpilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari 

masyarakat. Kelimn, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan 

pendanaan. 

Dengan demikian, misi utama desentralisasi pendidikan adalah 

meningjkatkan partisipasi masyarakat dalarn penyelenggaraan pendidikan, 

meningjkatkan pendayagunaan potensi daerah, serta terciptanya infrastruktur 

kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan, yang 

relevan dengan tuntutan zaman, seperti terserapnya konsep globalisasi, 

hurnanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan51. Penerapan demokratisasi 

dilakukan dengan mengikut sertakan unsur-unsur pemerintah setempat, 

masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan 

dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikernbangltan sesuai 

kebutuhan linkungan. Selain itu, pengeinbangan kurikulum juga harus 

5 Wuril Huda, Deserttrallisasi Pe~zrlirlikort; Pel~ksrtrrcrtrri darl Pemicrsalaharzrzya, 
Jumal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017/Thn.ke-51Juni 1999. 

51 Umiarso, Op: Cit, hlm 45. - 



mampu mengebangkan kebudayaan daerah dalam rangka memajukan 

kebudayaan daerah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. 

Desentralisasi pendidikan akan berimplikasi pada tatanan dunia baru 

pendidikan yang lebih humanis. Artinya, ada ruang-ruang dalam pendidikan 

untuk menbangun peserta didik agar lebih mengerti dan berbakti untuk 

kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan landasan kearifan 

lingkungan. Dengan asas tersebut, tercipta pula kearifan ekologi yang 

merupakan buah dari inovasi h r i h lu rn  berbasis lingkungan atau 

masyarakat . 

Pergeseran paradigma pendidikan dari sentralisasi-birokratis ke 

desentralisasi-otonomis juga memepengaruhi aspek-aspek lain, seperti aspek 

kebijakan pendidikan yang mempunyai arah baru yang lebih arif pada 

proses pembelajaran dan juga pada aspek partisipasi stakeholder ~ e k o l a h ~ ~ .  

Hal ini berarati bahwa transformasi paradigma pedidikan merupakan 

keharusan untuk melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis, 

arif ekologis, dan humanis. Maka, ada tiga aspek dasar yang perlu 

diperbaharui dalam pendidikan, yaitu aspek regulator, profesionalitas, dan 

manajemen. Kesemuanya itu dapat terangkum dalain empat pilar, yakni 

manajemen sekolah yang terbuka (open management), proses belajar 

mengajar yang efektif, pembelajaran yang menyenangkan semua pihak 

terkait, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. 

Sehingga, arah baru pendidikan lebih elastis dan transparans, khususnya 

pada ranah manajemennya, seperti digambarkan dalam tabel dibawah ini. 

- .  
- - - 

' ' ~ a t r ~ ,  M. Nurdin, Intplerrterttnsi Dasnv-Dasar Marrajenrerz Sekolah Dalnnz Era 
Otortorni Daernk, Makasar, Akasara Madani,YPM Pusat Makasar, 2008, hlm 3 1. 



Perubahan paradigma inenuju pendidikan demokratis. Tabel 1.1 

1 1. I Perencanaan I Too - down I Bottom - uu I 
No. 

1 2. 1 Pelaksanaan I Didasarkan instruksi 1 Didasarkan atas I 

Aspek 

1 5. 1 Pemahaman tujuan Didasarkan atas pedoman / Didasarkan atas kondisi 

3. 

4. 

Paradigma Pendidikan 
Birokrasi Hierarkis 

Paradigma Pendidikan 
Demokratis 

Standar 

Target 

6. 
7. 

1 hasil akhir 

8. 

9. 

memerlukan pelayanan jasa 
sekolah 

petunjuk 
Out put dan proses 
nasional - makro 
Nasional - makro 

target 
Sistem insentif 
Umpan balik orang 
tua peserta didik 

Evaluasi 

profesionalitas 
Out put nasional makro 
proses lokal mikro 
Level sekolah - wilayah 
terbatas 

Orientasi 

Persepsi terhadap 
input 

Kontrol sekolah 

Pengambilan 
keputusan 

dari pusat 
Seragam dan keputusan 
Tidak diperlukan, kecuali 
bagi peserta didik yang 

Dilaksanakan pada titik- 
titik waktu tertentu dan 

sekolah 
Sistem prestasi 
Diperlukan secara teratur 

bermasalah 
Pengembangan 
intelektual (NEM) 

bersifat seragam 

Pengembangan aspek 
intelektual, personal, sosial 

Oleh atasan 

Masukan peserta didik 
diperlukan sebagai raw merupakan raw input, 
input yang menentukan melainkan klien yang 

Ada di tangan kepala 
sekolah dengan perkenan 
atasan 

Dilaksanakan sepanjang 
waktu dengan menekankan 
kebutuhan sekolah 
Oleh orang tua peserta didik 
dan masyarakat 
Rapat guru, orang tua peserta 
didik, dan kepala sekolah 

Otonomi Pendidikan, Menjual Mutu Pendidikan Dengan Pendekatan Quality 
Control Bagi Pelaku Lembaga Pendidikan. 

13. 

2. Prinsip-Prinsip Desentralisasi Dalam Pendidikan 

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan. 

Sumber dalam Umiarso & Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah, di Era 

Peran orang tua 
peserta didik dan 
masyarakat 

Pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam ha1 

kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari penierintah pusat ke 

- peineli%Tah d3erah (provinsi dgin distrik), dan kedzra, desentralisasi 

Terbatasnya 
menyediakan dana 

Terlibat dalam seluruh proses 
pendidikan, kecuali 
menentukan nilai 



pendidikan deilgan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di 

tingkat ~ e k o l a h ~ ~ .  Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama 

berkaitan dengan otonomi daerah serta desentralisasi penyelenggaraan 

pemerintahan dari pusat ke daerah. Sementara, konsep desentralisasi 

pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih 

besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Tujuan dan orientasi desentralisasi pendidikan sangat bervariasi 

berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan pada 

54 . beberapa negara di Arnerika Latin, Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang 

menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang 

lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan 

yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar 

kepada pemerintah lokal atau pada sekolah. Implisit ke dalam strategi 

desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai 

efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana 

pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat). Hal ini wajar 

dilakukan karena beberapa a l a ~ a n ~ ~ .  Pertanza, sekolah lebih mengataui 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga sekolah 

dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk 

memajukan sekolahnya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya. 

53~brahim, Bafadal, Manajetrlerz Perzirtgkntnn Mzrt~r Sekolrlt Dasar, Duri 
Serztralisasi Mertrrju Deserztmlisasi, Bandung, Bumi Aksara, 2003, hlm, 22. 

S4~btisam Abu-Dohou, Scltool Bused Mrrrzagernerzt., Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 
2002, hlm 32. 

55 Nurkholis, Murtajemert Berbusis Sekolnlr , Jakarta, Grasindo, 2003. hlm. 2 1.  



Ketign, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 

Di lain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan 

adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil 

proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih 

difokuskan pada reformasi Kegiatan Belajar Mengajar (KMB). Sehingga 

partisipasi orang tua dalam Kegiatan Belajar Mengajar (WIB) dianggap 

sebagai salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, 

desentralisasi pendidikan yang dilakukan dibanyak negara merupakan 

bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak 

sekadar fiskal. Desentralisasi pendidikan akan meliputi suatu proses 

pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan 

aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pernerintah pusat ke 

pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih 

besar juga diberikan pada tingkat sekolah. 

Berdasarkan ppS6 Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, pada 

kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa 

kewenangan peinerintah meliputi hal-ha1 sebagai berikut; (a) penetapan 

standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum 

nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman 

pelaksanaannya; (b) penetapan standar materi pembelajaran pokok; (c) 

penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akadanik; (d) 

56 . L~ha t  dalam; Peraturan Pemel-intah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenungail 
Penlerbltulz dail Keweilailgcrn Proviinsi seb(rgai dcrerrrh otoilonl. 



penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; (e) penetapan 

persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan 

mahasiswa; (f) penetapan persyaratan peningkatadzoning, pencarian, 

pemamfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan 

kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi; (g) 

pemanfaatan hasil penelitan arkeologi nasional serta pengelolaan museum 

nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan munomen 

yang diakui secara Internasional; (h) penetapan kalender pendidikan dan 

jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, 

dan luar sekolah; (i) pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, 

pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah Internasional; (j) pembinaan 

dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. 

Sementara itu, untuk kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi hal- 

ha1 sebagai berikut; (a) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan 

mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dadatau tidak mampu; 

(b) peneyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul 

pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan luar sekolah; (c) mendukung membantu 

penyelenggaraan pendidikan tinggi selain kurikulum, akreditasi, dan 

pengangkatan tenaga akademis; (d) pertimbangan pembukaan dan 

penutupan perguruan perguruan tinggi; (e) penyelenggaraan sekolah luar 

biasa dan balai pelatihan dadatau penataan guru; (f) penyelenggaraan 

museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, keperbukalaan, kajian sejarah 

dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah. 



Adapun tipologi kewenangan-kewenangan sektor pendidikan yang 

dapat dipertimbangkan untuk didesentralisasikan, dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut; Tabel 1.2. 

Organisasi dan Proses 
Belajar Mengajar 

Manajemen Guru 

Struktur dan 
Perencanaan 

Kewenangan Dalam 
1. Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang 

murid. 
2. Waktu belajar di sekolah. 
3. Penentuan buku yang digunakan. 
4. Kurikulum. 
5. Metode ~embelaiaran. 
1. Memilih dan memberhentikan kepala sekolah. 
2. Memilih dan memberhentikan guru. 
3. Menentukan gaji guru. 
4. Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru. 
5. Menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru. 
I. Membuka atua menutup suatu sekolah. 
2. Menentukan program yang ditawarkan sekolah. 
3. Definisi dari isi mata pelajaran. 
4. Pengawasan atas kinerja sekolah. 
1. Program pengembangan sekolah. 

Sumber Daya 
2. Alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administrasi 

(personnel). 
3. Alokasi anggaran nonpersonnel. 

1 4. Alokasi anggaran untuk pelatihan guru. 
Sumber dalam buku, Shahid J. Burki, Guillermo E. Perry dun William R. 
Dillinger, Beyond the Center; Decentralizing the State, Washington, D. C. 

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sebagai Bentuk 

Desentralisasi Pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah suatu ide tentang 

pengembangan kuikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan 

pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan57. KTSP mempakan 

paradigma bam pengembangan kurikulum, yang membeiikan otonoini luas 

pada setiap satuan pendidjkan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka 

mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar 

57 Mulyasa, E. 2006. Ktrrikzrlzmz Tingknt Sntzmn Penrlidiknn; Srbzrah Pnndcmtr 
Prnktis, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm 20-21. 



setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki lteleluasaan dalam inengelola 

sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)~~.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP 

terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 

Landasan yuridis yang digunakan dalam pelaksanaan Kuikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai bentuk implementasi desentralisasi 

pendidikan adalah sebagai berikut; 

(a). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). Ketentuan dalam UU 2012003 yang mengatur KTSP'~ 

adalah pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (I), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (l), (2), 

(3); Pasal35 ayat (2); Pasal36 ayat (I), (2), (3), (4); Pasal37 ayat (I), (2), (3); 

Pasal 38 ayat (I), dan (2). Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan 

pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi 

dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupatenlkota untuk 

pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 

(b). Peraturan Pemerintah Noinor 19 Tahun 2005 adalah peraturan 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ketentuan di dalam PP 1912005 

yang inengatus KTSP adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (I), 

58 Badan Standat- Nasional Pendidikan, Pertyusurtn~t KTSP Kabirpntert/Rotrr; 
Pn~~rlzrurt Pe~lyirsurturt Kirrikzrlrrnt Tinglint Srrtira~t Perzdidikan Jenjrrrtg PertrIirIiRun 
Dusrrr rlrrrt Merlengah. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2006, hlrn 5. 

'"NSP, Op, Cit, hlm 4. 



(2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (I), (2), (3), (4), ( 9 ,  (6), (7), (8); Pasal 8 ayat 

(I), (2), (3); Pasal 10 ayat (I), (2), (3); Pasal 11 ayat (I), (2), (3), (4); Pasal 13 

ayat (11, (21, (31, (4); Pasal 14 ayat (11, (21, (3); Pasal 16 ayat (11, (21, (31, (41, 

(5); Pasal 17 ayat (I), (2); Pasal 18 ayat (I), (2), (3); Pasal20. Dalam peraturan 

tersebut dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

(c). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

mengatur tentang standar isi yang mencakup lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi mencakup; (1) Kerangka 

dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan 

KTSP; (2) Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah; (3) KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan 

dari standar isi; (4) Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan 

pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

(d). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 

mengatur tentang Standar Kompetensi Lulusan (sKL)~' untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoinan penilaian dalam 

inenentukan kelulusan pesei-ta didik. Standar Kompetensi Lulusan meliputi; (1) 

Standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah; 

(2) Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajarn dan Standar 

-- 60 . L~hat  dalam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomol- 23 tahun 2006 
mengatur tentang Standat- Kompetensi Lulusan. 



kompetensi lulusan minimal mata pelajaran; (3) KTSP yang akan 

dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan 

kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan (4) Kalender 

pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

4. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 

Dalam rencana strategis pendidikan nasional disebutkan bahwa 

kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional adalah pemerataan dan 

perluasan akses6'. Kebijakan ini diarahkan pada upaya memperluas daya 

tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi 

semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik 

secara sosial, ekonomi, gender, lokasi ternpat tinggal dan tingkat 

kemampuan intelektual serta kondisi fisik. 

Kebijakan di atas ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk 

Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan 

daya saing bangsa di era global. Hal tersebut juga diharapkan akan 

meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga 

mencapai posisi yang lebih baik62. Pada posisi ini, pendidikan mernpunyai 

peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai 

bangsa yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah telah 

inenetapkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda 

penting dalam pembangunan nasional. 

61 Tim Teknis BAPPENAS dan Bank Di~nia, Mertzrjrr DeserttralisasiPt.ngelolaan 
Pertrlirlikrrn Dnsar, Jakarta, BAPPENAS, 1999, 11ln1 17. 

6 '~ i rn  Teknis BAPPENAS, Op, Cit, him 21. 



Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, 

Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam 

memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa 

Indonesia. Hal ini penting seperti telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa 

setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan Pemerintah 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalarn penyelenggaraan pendidikan 

untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan kesejahteraan umurn. Pendidikan bahkan merupakan syarat 

mutlak yang hams dipenuhi dalam memasuki era persaingan global yang 

sarat dengan persaingan ketat antarbangsa. Karena melihat pentingnya 

peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, Pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya untuk terus-menerus meningkatkan layanan 

pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk melalui 

berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan. 

Pasal 31 ayat 2 (dua) amandemen keempat Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya." Dengan 

ketentuan ini jelaslah bahwa pendidikan dasar hams diselenggarakan untuk 

seluruh warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan 

hukum dasar ini dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, "Setiap 

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Juga dengan Pasal 34 Ayat (2)" yang 

63 Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen. 
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berbunyi, Pen~erintah dan Pemerintah Daerah menj amin terselenggaranya 

wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut 

biaya. 

Undang-Undang   or nor^^ 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional juga mempertegas komitmen pemerintah untuk melaksanakan 

pendidikan yang bermutu sebagaimana tertulis dalam Pasal 5 Ayat (I), 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. Ini berarti bahwa semua anak Indonesia bukan 

hanya wajib mengikuti pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi 

juga berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas. 

Dalam penj elasan Peraturan ~ e m e r i n t a h ~ ~  No: 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa visi pendidikan 

nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang 

h a t  dan benvibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman selalu berubah. Sedangkan misi dari 

pendidikan nasional adalah; (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan 

kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat 

Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di 

tingkat nasional, regional, dan Internasional; (3) meningkatkan relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) 

membantu dan menfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh 

sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

6%Jndang-~ndang Nornor 02 Tahun 2003 tentang Sistem Perrrlirlikrr~l ~V(rsinrtnl 
65 Pel-aturan Pemerintah No: 19 Tahun 2005 tentang Stcrtrdur Xasion(r1 Pen(li(1ikun 
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belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan 

untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) 

meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, 

sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan 

(7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 



BAB 111 

KEDUDUKAN PERDA DALAM HIERARKT PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Perda Sebagai Subsistem Peraturan Perundang-undangan 

Tidak ada suatu sistem hukurn positif di dunia ini yang secara 

khusus mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada 

pengaturan, hanya terbatas pada asas yang menyebutkan misalnya: 

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tingi tingkatannya, atau dalam ha1 UUD ada ungkapan 

"the supreme law of the land"66. Alasannya diatur karena tata urutan itu 

mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-undangan 

hams memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tingkatannya, apabila ha1 ini dilanggar maka 

peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dapat 

dituntut untuk dibatalkan bahkan batal demi hukum. Sejalan dengan ha1 

tersebut, UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, telah 

memberikan dasar tata ~ a r a ~ ~  pembentukan Peraturan Daerah. 

6 6 ~ e g a l  drafting Muhadi, . http://niningsukardi.blogspot. com/2010/1 l/legal- 
drafting-oleh-muhadi.htm1. diakses pada tanggal 18 Januari 20 11. 

67~asa l  144 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menyebutkan: 
(1)Rancangan Perda yang telah disetujui bersa~na oleh DPRD dan Gubernur atau 

BupatirWalikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. 



Di dalam ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber 

Hukuin dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah 

telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan 

peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan 

bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan 

hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang 

bersangkutan6*. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan 

ketetapan MPR No. III/MPR/2000. 

Kedudukan Perda tingkat Provinsi maupun Perda tingkat 

Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara undang-undang dalam arti semata- 

mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Akan tetapi, dari segi 

isinya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup 

daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan yang 

lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah 

berlaku lebih luas. Dengan demikian, Undang-undang yang lebih tinggi 

(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama. 

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh 
Gubelnur atau BupatiIWalikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan 
tersebut disetujui bersama. 

(4) Dalam ha1 I-ancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
rancangan Persa tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya 
dalam lembaran daerah. 

(5) Dalam ha\ sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan 
kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan 
tanggal sahnya. 

(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams dibubuhkan pada 
halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran 
daerah. 

68~ i rosa t ,  Prrlonratt Utn~rm Petty~rs~rsan Perat~rrrrrt Per~rrtdur~g-~~nrlu~zg~~~~ Legal 
Drafting, http://vitamindirosat.bIogspot.com/2009/0S/1egal-drafting.html. diakses Tanggal 
19 Januari 20 1 1. 



kedudukannya dari Perda Provinsi, dan Perda KabupatedKota. Oleh sebab 

itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang undangan, peraturan yang 

lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 

derajatnnya lebih tinggi. 

Sesuai asas desentralisasi daerah memiliki kewenangan membuat 

kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. 

Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang 

pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 10 ayat69 (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Urusan wajib 

yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 13 dan 

Pasal 14 yang telah diatur lebih lanjut dengan PP No. 3812007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah KabupatedKota. Dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga telah menetapkan PP No.4112007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk menjalankan urusan 

pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut, Pemerintah Daerah memerlukan perangkat peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintahan 

Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas peinbantuan". Ketentuan 

Konstitusi tersebut dipertegas. dalam UU No. 1012004 yang menyatakan 

69 _ Undang Undang -R-epublik-Indonesia tentang, --Anrrrnrlenie~z PEMDA, Citl-a 
media Wacana, edisi lengkap, 2008. hlm 22. 



jenis Peraturan Perundang-undangan nasional dalam hierarki paling bawah 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal7 Undang-undang, yang selengkapnya 

berbunyi: Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- 

undangan adalah sebagai berikut; 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndanglPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5 ) ,  Peraturan 

Perundang ~ndan~an-undangan70 tunduk pada asas hierarki yang diartikan 

suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

tingkatannya atau derajatnya, sesuai dengan asas hierarki. 

Asas hierarki dalam Perturan Peundang-undangan adalah merupakan 

satu kesatuan sistem yang merniliki ketergantungan, keterkaitan satu dengan 

yang lain. Untuk itu perda7' dilarang bertentangan dengan Peraturan 

Perudang-undangan yang lebih tinggi. 

7 0 ~ a l a m  Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan 
didefinisikan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang dan mengikat secara umum. Sementara keputusanipenetapaniketetapan adalah: 
" Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang 
berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 
orang atau badan hukum perdata". 

7 ' ~ e r d a  harus didasarkan pada Pancasila yang merupakan sumber dari segala 
sumber hukum negara (Pasal2 UU No.10/2004), UUD 1945 yang merupakan hukum dasar 
dalam Peraturan Perundang-undangan. Lihat Dalam, Pasal I ayat (1) U U  No.1012004, 
asas-asas pembentukan Pertauran Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 
U U  No.1012004 jo Pasal 137 UU No. 3212004. 



Kedudukan Perda juga dapat ditinjau dari aspek kewenangan 

membentuk Perda. Pasal 1 angka 2 UU IVO. 1012004~~ menyatakan bahwa: 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

leinbaga negara atau pejabat yang benvenang dan mengikat secara umum. 

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah 

dan DPRD. Hal ini sesuai UU No.3212004 Pasal 25 huruf c bahwa "Kepala 

Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD" dan Pasal42 ayat (1) huruf a bahwa 

"DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang di bahas 

dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama", dan Pasal 

136 ayat (1) bahwa "Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama DPRD". 

Memperhatikan ketentuan mengenai Perda dimaksud, dapat 

disimpulkan bahwa Perda mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai 

instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan 

tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam ULTD 1945 dan UU 

Pemerintahan Daerah namun Perda tersebut pada dasamya merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Selain itu Perda dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk 

peilampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi 

masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dar~ 

UUD 1945. 

72 . Llhat dalam, Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2004 tentang Penlbentlrknn 
Perotlrrurl Perzrrr~l~trrrng-~r~zd~rngun. 



Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui 

pembatalan perda oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dadatau bertentangan dengan 

kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk 

menguji Perda tersebut baik secara formal Vormele toetsingsrecht) maupun 

material (materiele t ~ e t s i n ~ s r e c h t ) ~ ~ .  Hak menguji formal adalah wewenang 

untuk menilai apakah suatu produk h u h m  telah dibuat melalui cara-cara 

(procedure) sebagaimana telah ditentukaddiatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan, sedangkan hak menguji material adalah suatu 

wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu produk 

h u h m  isinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi derajatnya, serta apakah suatu kehasaan tertentu (verordenende 

macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. 

B. Materi Muatan Perda 

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sehrang-hrangnya 

hams merniliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, 

dan landasan yuridis, bahkan ada yang menarnbahkannya landasan politis74. 

Materi muatan Peraturan Daerah yang menyimpang dari landasan yuridis, 

mengakibatkan Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah 

karena bertentangan dengan peraturan peruildangail yang lebih tinggi. 

73~uhammad Sapta Murti, Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan 
Perundang-undangan Lainnya. !~ttp://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-p~~/422- 
ha~monisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-per~ndang-undangan-lainnya.html. diakses 
pada tanggal 19 Januari 201 1. 

7kosjidi Ranggawidjaja, Peltgalttar Ilnt ir Perunda~tg-lirtrla~tga~t In(1onesia. 
Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 43. 



Sedangkan materi muatan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan aspek 

filosofis dan aspek sosiologis dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat, 

sehingga menuntut Peraturan Daerah bersangkutan untuk dicabut. 

Berdasarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 10 

Tahun 2004 maka dapat dikemukakan bahwa materi muatan peraturan 

daerah meliputi; (a) peraturan daerah yang mengatur tentang 

penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan\kondisi khusus 

atau ciri khas daerah masing-masing, (b) peraturan daerah tentang 

pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, dan (c) peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas 

pembantuan. 

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi 

daerah propinsi, kabupatenikota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 136 ayat 2, 3 dan 4 

UU. No. 10 Tahun 2004). Di samping itu, peraturan daerah juga dapat 

memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum 

selui-uhnya atau sebagian kepada pelanggar, dan dapat memuat ancaman 

pidana berupa pidana kurungan. 

Peraturan Daerah KabupatedKota adalah peraturan perundang- 

undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati atau Walikota yang inengatur 



kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi 

pemerintahan KabupatenIKota di bidang otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, mengenai materi muatan Perda telah diatur 

dengan jelas dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut; materi muatan 

Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalarn rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Di era otonomi daerah saat ini, DPRD dan pemerintah Daerah 

mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, perda tidak boleh 

mengatur permasalahan yang menyimpang dari prinsip NKRI, yang dapat 

merusak bingkai NKRI. Sebaliknya Pemerintah pusat juga tidak boleh 

membatasi, apalagi menegasi kewenangan otonomi daerah. 

Selanjutnya Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU 

Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah juga membatasi materi muatan 

sebuah perda yaitu bahwa Perda tidak boleh memuat urusan pemerintahan 

yai~g menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti: politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 

Pedoman tentang materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Pei-undang-undangan tingkat daerah lainnya (Peraturan Gubernur, Peraturan 

Bupatimalikota), juga diatur dalam Undang-Undang IVomor 32 Tahun 

2001 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pelaksanaannya. 



Mengenai inateri Peraturan Daerah perlu memperhatikan asas materi 

muatan yang ~ n e l i ~ u t i ~ ~ :  

a. Pengayoman : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
harus berhngsi memberikan perlindungan dalam rangka 
menciptakan ketentraman masyarakat. 

b. Kemanusiaan : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi 
manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. Kebangsaan : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Kekeluargaan : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalm 
setiap pengambilan keputusan. 

e. Kenusantaraan : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia 
dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di 
daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila. 

f. Bhinneka Tunggal Ika :bahwa setiap Materi Peraturan Perundang- 
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, 
dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang 
menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g. Keadilan : bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan 
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
Negara tanpa kecuali. 

11. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan : bahwa 
setiap Materi Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal- 
ha1 yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara 
lain: agarna, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

75 Panduan Praktis: Mentrrltrmti Perartcamgart Peruturrtrt Daeralt, Departenten 
H~rk~rrrr Dart Huk Asnsi Mrrrtrrsirr Ri Direktorut Jenrlrnl Perut~rrurt Perlmdang-Urzdurtgart 
Bekerju Srrntu Der~grrn Urziterl Nutions Developtrre~r? Prograntn~e. Cap pier project cetkan 
perfama, 2008, hlm 9-1 0. 



i. Ketertiban dan kepastian hukum : bahwa setiap Materi Peraturan 
Perundang-undangan hams menimbulkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. 

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: bahwa setiap Materi 
Peraturan Perundang-undangan hams mencerminkan keseimbangan, 
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan 
mayarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara. 

Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan ataul Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyatakan bahwa "Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum danlatau Peraturan Perundang- 

undangan yang lebih tinggi". 

Dalam Pasal 136 Bab VI Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala 

Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan; (1) Perda ditetapkan oleh kepala 

daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsil kabupatenkota dan 

tugas pembantuan; (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (4) Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umuin danlatau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (11, berlaku setelah 

,diundangkan dalam leinbaran daerah. Keinudian, dalam Pasal 137 Perda 

dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan 
- - - 

yang ineliputi; (a) kejelasan tujuan, -@) kelembagaan atau organ pe~nbentuk 



yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (d) dapat 

dilaksanakan, (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (0 kejelasan rumusan, 

dan (g) keterbukaan. 

Menurut Ni'matul ~ u d a ~ ~ ,  lingkup wewenang membentuk 

Peraturan Daerah ditentukan bahwa Peraturan Daerah mengatur urusan 

Rumah Tangga di bidang ekonomi dan urusan rumah tangga dibidang tugas 

pembantuan. Di bidang ekonomi Peraturan Daerah dapat mengatur segala 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. 

Di Bidang tugas pembantuan Peraturan Daerah tidak mengatur substansi 

urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di 

bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi 

urusan pemerintah atau kepentingan rakyat. 

C. Perda Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka instrumen pemerintahan 

memegang peran yang sangat penting dan vital guna melancarkan 

pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan daerah. Instrumen pemerintahan 

daerah merupakan alat atau sarana yang ada pada pemerintah daerah untuk 

melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meinuat berbagai 

jenis atau macam instrumen pemerintahan daerah77. Dengan kata lain, yang 

76~i 'matul  Huda, Dirtarltika Ketatanegaraart Irt~lottesi~~, Penerbit FH UII, Ghalia 
Indonesia, Yogyakarta, 2002. 

77 Lihat hasil penelitian, Eseitsi Dart Urgertsitas Perutlrrun Daerah Dalrim 
- Pelaksnrtaan Otortonti Daerult, Tim Peneliti Universitas Hasanuddin, Tahun 2009, hlnl 1. 



dimaksud dengan instrumen pemerintahan daerah adalah alat atau sarana 

yang dapat digunakan oleh pemeriiltah daerah dalain melaksanakan fbngsi 

dan tugasnya. Instrumen pemerintahan daerah merupakan bagian dari 

instrumen penyelenggaraan pemerintahan negara dalam arti luas. 

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrument aturan yang secara sah 

diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa 

undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. 

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal 

adanya asas kebebasan bertindak Weies ermessen) bagi pemerintah daerah, 

dalam berbagai aspek perbuatan. Tujuan utama pemberian kebebasan 

bertindak kepada pemerintah daerah, yakni untuk memperlancar tugas-tugas 

pemerintah daerah guna merealisasi visi, misi dan strategi, yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat. Salah satu aspek kebebasan 

bertindak bagi pemerintah daerah tersebut, adalah kebebasan bertindak 

dalam bidang hukum. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fbngsi antara 

lain sebagai berikut7': 

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 
telltang Pemerintahan Daerah. 

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang- 
undangan yang lebih tinggi. Dalain fbngsi ini, Peraturan Daerah 
tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

78 Panduan Praktis, Ibid, h l n ~  7 



3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur 
aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap 
dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 945. 

4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 

Oleh sebab itu, pemerintah daerah juga bisa menggunakan berbagai 

instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan 

pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, 

keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, dan sebagainya7'. Perda 

merupakan norma hukum yang materinya bersifat mengatur dan berlaku umum, 

mengandung muatan abstrak, sehingga masih memerlukan tindak lanjut dalam 

tataran operasionalnya. Dalam konteks ini, Kepala Daerah dapat menetapkan 

Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan pendelegasian yang bersurnber dari 

pasal-pasal materi Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku. 

Selanjutnya, Bagir   an an" menjelaskan ciri abstrak umum atau umum 

abstrak, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau 

gejala konkret tertentu. Sebagai norma hukum Peraturan Daerah adalah 

instrumenlsarana bagi pemerintah untuk mejalankan rodalaktivitas pemerintahan, 

dan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Di samping itu berfungsi 

sebagai pengarah, perekayasa dan perancangan, serta pendorong pei-ubahan dan 

perilaku warga masyarakat. 

Perda sebagai salah satu instrumen bagi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan rumah tangganya sendiri, sehingga otonominya benar-benar nyata 

7 '~idwan,  HR, Hukrrttr Adntitrisfrrrsi Negara, Ctkan I ,  UII Press, Yogyakarta, 
2002, hlm 95. 

' ' ~ a ~ i r  manan, Teori dntt Politik Konstitusi, Ctk Ke 11, FH UII Press, Yogyakarta, 
2004, h l n ~  123. 



dan bertanggung jawab, oleh sebab itu, Peraturan Daerah telah mengakomodir 

dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 136 Ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupatenlkota dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pada Ayat (3) 

disebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. 

Berhubung dengan ha1 itu, Perda sebagai instrumen penyelenggaran 

otonomi daerah, maka pemerintah daerah hams berupaya agar kebijakan 

yang dirumuskan tidak menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu hal-ha1 

yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dipelajari dengan cara 

membentuk unit-unit yang mendukung pelaksanaan Perda tersebut. 



BAB IV 

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI BIDANG 

PENDIDIKAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2006 

TINGKAT SD DAN SLTP DI KABUPATEN PAMEKASAN 

A. Profil Daerah Kabupaten Pamekasan 

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kota di kawasan 

Madura. Secara astronomis berada pada 6'-51' - 7'-3 1 ' Lintang Selatan dan 

113'19' - 113'58' Bujur ~imur".  Dari sisi geografis, sebelah Utara dibatasi 

Laut Jawa, batas Selatan terdapat Selat Madura, sebelah Barat bersebelahan 

dengan Kabupaten Sampang dan bagian Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sumenep. 

Dataran tertinggi di Kabupaten Pamekasan mencapai 350 meter dari 

permukaan laut dan yang terendah berada di Kecamatan Galis setinggi 6 

meter. Seperti daerah lain di Indonesia, dalarn satu tahunnya berlaku dua 

musim penghujan pada bulan Oktober - April dan musim kemarau bulan 

April - Oktober. Meskipun curah hujan dapat dikatakan tidak jauh berbeda 

dengan di Jawa, namun struktur tanahnya yang tidak kedap air 

menyebabkan sektor pertanian masih banyak berharap belas kasih sang 

hujan. Kondisi ini secara drastis akan menyebabkan kekurangan suplai air 

pada saat musim kemarau. 

Kabupaten Parnekasan sebagai satu kesatuan wilayali pemerintahan 

melaksanakan pembangunan yang ineiniliki arah dan tujuan tertentu yang 

hams dicapai melalui pembangunan di semua bidang, teimasuk di bidang 

s ' ~ ~ k u  Katalog BPS; Krrbitputen Pantekasnrt Dalanr Aagkrr, Pantekasan ~*egency 
ittfi,sures, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. 201 1, hlm 94 



pendidikan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di 

Kabupaten tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari rencana pembangunan KabupatedKota secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di 

bidang pendidikan di KabupatenIKota hams berada dibawah koordinasi atau 

sepengetahuan dari Pemerintah Daerah KabupatedKota untuk menjaga 

keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka inencapai 

sasaran dan tujuan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. 

Peta Wilayah Kabupaten Pamekasan 

Tahun 201 1 

Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan terbagi dalam 

1 1 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas seluruhnya 79.230 ~ r n ~  (lihat tabel 

2.1) 



TABEL 2.1 

Administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Pamekasan Tahun 201 1 

IVO 

1. 

Sumber: Buku Katalog BPS Kabupaten Pamekasan Dalam Angku 201 1. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Pamekasan adalah 85 1.690 orang. 

Dari jumlah tersebut, 735.779 berusia 7-12 tahun (8,63 persen), 41.845 

berusia 13-15 tahun (4,91 persen), dan 42.670 berusia 16-18 tahun (5,Ol 

persen). Berdasarkan data tahun 201 1 penduduk Kabupaten Pamekasan ini 

bertambah sekitar 2,03 persen pertahun dengan angka kelahiran sebesar 0,8 

persen dan angka kematian 0,6 persen. Angka migrasi keluar diperkirakan 

sebesar 0,10 persen pertahun dan migrasi kedalam sebesar 0,15 persen 

pertahun. Menurut catatan terakhir pada tahun 201 1 kepadatan penduduk 

adalah 1.075 per km2 dengan kecainatan Pamekasan sebagai kecamatan 

178 

11 

25 

3. 

4. 

5. 

6. 

tei-padat (3242 per km2) dan kecamatan Pasean sebagai kecainatan terjarang 

(704 per km2). 

VARIABEL 

Kabupaten 

Desa 

Kelurahan 

DesaTertinggal 

JUMLAH 

1 

Luas Wilayah 792,30 Krn 



B. Kondisi Sosial Budaya, Agaana dan Ekonomi 

Adat dan istiadat yang sampai sekarang hidup dikalangan 

masyarakat Kabupaten Pamekasan dapat digambarkan sebagai berikut; 

Masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki watak yang keras tapi ramah, 

serta mernpunyai harga diri yang tinggi. Dahulu kala apabila ada yang 

mengganggu dirinya atau keluarganya orang Madura khususnya orang 

Pamekasan tidak segan-segan membelanya, dengan menggunakan carokg2 

terutama berhubungan dengan wanita (istilah orang madura CAROK) 

karena yang lebih dikenal istilahnya lebih baik putih tulang dari pada putih 

mata artinya : "Lebih Baik Mati Berkalang Tanah Dari Pada Hidup 

Menanggung Malu". Ungkapan ini hampir sama dengan konsep Siri bagi 

orang Bugis ~ a k a s a r ~ ~ .  Tapi kebudayaan tersebut sedikit demi sedikit 

terkikis oleh perkembangan zaman dan sudah banyaknya masyarakat yang 

berpendidikan sehingga mereka sudah tidak menganggap ha1 tersebut 

sebagai budaya tetapi hanya dikenal sebagai cara seseorang untuk membela 

diri saja. 

Dalam ha1 berpakaian masyarakat Madura khususnya Kabupaten 

Pamekasan mengenal pakaian adat baik yang dipakai kaum laki-laki 

maupun wanita sarna-sama berwarna hitam, pakaian kaum laki-laki berupa 

tutup kepala berwarna merah namanya "ODENG" baju lengan panjang 

berwarna hitam tanpa leher "PESAK" dengan baju kaos belailg belang 

''orang Madura melakukan Carok yang disebabkan oleh pelnbelaan terhadap 
hsrga diri, keturunan dan agama dalam istilah hukum adat berhubungan erat dengan 
perasaan yang memainkan peranan penting di dalamnya. Soleman B. Taneko, H~ikunz 
Arlat, Eresco, Bandung, 1987, hlm 28. 

')H.B. Abdullah, Martusia Bugis Mukasar, Inti Idaya Press, Jakarta, 1985, hlm 
40. Uraian lengkap tentang konsep Siri dapat dibaca Jawahir Thontowi, H~rkunl, 
Kekerrrsarr rlrrrr Kearifan Lokal Perzyelesaiarr Serrgketa di S~rlnrvesi Selaturi, Pustaka 
Fahima, Yogyakarta, 2007. 



wama merah putih, celana hitam besarl lebar disebut "GOMBOR" sepotong 

kain sainpir dibahunya serta memakai ikat pinggang lebar dari kulit sapi 

namanya "SABBUK EPEK" sedangkan kaum wanitanya memakai baju 

kebaya hitam dengan kain sampir sebatas lutut dengan motif batik Madura 

serta perhiasan kalung dengan gelang kaki yang disebut "BINGGEL ". 

Di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kesenian khas yang 

menunjukkan ciri daerahnya seperti "SANDUR MADURA, KERAPAN 

SAPI, TOKTOK , TARI PECUT". Merupakan bagian dari rangkaian acara 

tradisional Kerapan Sapi di Madura yang diawali dengan Tari Pecut. Dalam 

tarian ini dilukiskan keakraban pemilik dengan sapi yang dipeliharanya 

untuk mempersiapkan perlombaan kerapan sapi. Ini merupakan hiburan 

rakyat sebagai ungkapan rasa kegembiraan masyarakat setelah 

melaksanakan kerja berat di lahan pertanian, dan pada umumnya kerapan 

sapi dilaksanakan pada bulan oktober sebagai kerapan besar dengan istilah 

"GUBENG " 

Senjata tradisional menunjukkan salah satu unsur kebudayaan yang 

memberikan ciri khas kesukaan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Senjata 

tradisional yang berupa "CLURIT dnn ARIT BULU AYAM" (AREK 

LANCOR) Clurit merupakan senjata sejenis arit dengan bentuk yang cukup 

mengerikan, yaitu seperti bulan sabit. Senjata ini terbuat dari bahan besi 

dicampur dengan baja sebagai penguatnya. Pemakai senjata Clurit 

kebanyakan suku Madura. 

Gambaran keadaan keagamaan dapat di uraikan bahwa juinlah 

penduduk mayoritas beragama Islam sebanyak 53 1.996 orang (99,01%), 



Protestan sebanyak 8.986 orang (0,17%), Khatolik 9.998 orang (0,17%), 

Hindu sebanyak 325 orang (0,01%) dan Budha sebanyak 350 orang 

(0,03%). Untuk mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut 

didukung oleh 934 Masjid, dan 4.991 Mosholla, 8 Gereja, dan 1 Wihara. 

Dapat dilihat pada (Tabel 2.3). 

TABEL 2.3 

Keadaan sosial Budaya dan Agama 

Kabupaten Pamekasan Tahun 20 1 1 

Sumber : Buku Katalog BPS Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 201 1. 

Keadaan kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi 

masyarakat pada umumnya bervariasi yaitu ada yang baik, kurang baik atau 

buruk dengan rincian 75% baik, 10% kurang dan 15% buruk dengan angka 

harapan hidup 1 tahun, yang didukung oleh Puskesmas Induk sebanyak 21 

bual~ dan Puskesmas pembailtu 48 buah dan l-umah sakit sebanyak 2 buah, 

balai pengobatan 1 83 buah. Jumlah Puskesmas terhadap Kecamatan adalah 

100% Jika setiap Kecamatan di haruskail memiliki 1 Puskesmas, maka 

No 

1. 

3. 

5. 

JUMLAH 

83 1.996 

orang 

8.986 orang 

9.998 orang 

325 orang 

350 orang 

21 buah 

2 buah 

VARIABEL 

Penduduk Menurut 

Agama 

a. Islam 

b. Protestan 

c. Khatolik 

d. Hindu 

e. Budha 

Puskesmas induk 

Rumah sakit 

No 

2. 

4. 

6. 

VARIABEL 

Tempat Ibadah 

a. Msjidl Mosholla 

b. Gereja protestan 

c. Gereja Khatolik 

d. Pura 

e. Wihara 

Puskesmas 

pembantu 

Balai pengobatan 

JUMLAH 

5.925 buah 

7 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

21 buah 

1 83 buah 



semua Kecamatan sudah memiliki Puskesmas. Demikian juga halnya 

dengan Rumah s k i t  yang ada di Pamekasan sudah mencukupi. 

Di bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan 

sebagai sarana pengembangan kwalitas sumber daya manusia (SDM) perlu 

ditingkatkan. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang 

merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang 

sangat penting. Melalui pendidlkan di harapkan dapat terbentuk manusia 

yang berkualitas sebagaimana yang di cita-citakan, yaitu manusia yang 

memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara 

serasi dan seimbang/harmonis. 

Tabel 2.4 

Keadaan Ekonomi Kabupaten Pamekasan Tahun 201 1 

No 

I. 

1 menurut sektor 

3. 

5. 

I 

1. Pertanian 

Komponen 

Pendapatan asli 

I 1 2. Pertambangan 

daerahl PAD 

Pajak bum& 

Bangunan (PBB) 

Matapencahariail 

3. Industri 

Jumlah 

36.964.484 

1 1 menurut sektor 1 I 

5.929.502 

683.485 

No 

2. 

4. 

6. 

I I I 

Komponen 

2.1 16791.47 
I I I 

Jumlah 

perkapita 

Upah Minimal 

regional (UMR) 

Mata pencaharian 

42.780.1 8 

Sz~mber : B L L ~ Z L  Gta log  BPS Knbupnten Parneknsnn Dalnm Angka 2011. 

Pendapatan 

0 

625000 

1. perdagangan 

153.318.71 36.855.67 

pengelolaan 

4. Listrik,gas, air 

5. Bangunan 

46.482.94 

2. P erhubungan 

3. Keuangan 206.912.85 

46.132.50 

190.041.54 

4. Jasa lainnya 505.427.83 



Tingkat pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari 

pendapatan perkapita, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), 

pendapatan asli daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan 

sandang, pangan dan perumahan masyarakat. PAD tahun 2011, di 

Kabupaten Pamekasan adalah sebesar Rp 36.964.484,OOO penerimaan dari 

PBB sebesar Rp5.929.502.000 dan rata-rata pendapatan perkapita adalah Rp 

4.268.969,90, sedangkan UMR yang berlaku adalah Rp. 62500. (Tabel 2.4) 

: . Mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian, pemburuan, 

dan perikanan sebanyak 33 123 orang (persen), disektor pertambangan dan 

penggalian sebanyak 1586 orang (persen), disektor industri pengelolaan 

sebanyak 19490 orang (persen), disektor listrik, gas dan air sebanyak 

10601 2 orang (persen), disektor bangunan sebanyak 1523 1 orang (persen), 

disektor perdagangan 1784 orang (persen), Disektor perhubungan 4305 

orang (persen) dan disektor jasa lainnya 596002 orang (persen) (Tabel 2.4). 

Jenis komoditi ekspor selarna ini terdaftar didepartemen 

perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Pamekasan terdapat jenis 

yaitu; (a) tembakau, (b) garam, dan (c) ikan laut. 

C. Pendidikan Setingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan 

Berdasarkan Undang-undang, pendidikan di peruntukkan bagi 

seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah 

meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraail penduduk secara maksimal 

dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai 

kelompok masyarakat inerupakan sasaran kegiatan pembangunan 

.- - -- 

pendidikan. 



Kondisi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan cukup 

menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah 

ini telah melibatkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di 

berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program 

pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah 

terpencil, daerah penduduk miskin, dan daerah jarang di bangunnya sekolah 

di daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan 

tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan Tingkat SD, 

dan Tingkat SLTP. 

1.Tingkat SD (SD dan MI) 

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 jumlah SD dan MI 

sebanyak 78 1, siswa baru Tingkat 1 sebesar 18 140, dan siswa seluruhnya 

sebesar 113765, untuk menarnpung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang 

kelas sebanyak 4830 dengan rincian 3532 memiliki kondisi baik, 519 

kondisi rusak ringan, dan 664 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas 

sebesar 471 5 ruang, guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 10262, 

diantaraanya yaitu sebanyak 7663 (74,67%) adalah layak mengajar, 2289 

(22,30%) semi layak, dan 310 (3,02 %) tidak layak mengajar. Untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas 

perpustakaan sebesar 123, lapangan olahraga sebesar 5 dan ruang UKS 

sebesar 87 (Tabel 2.5) 

Pada tabel tersebut digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar 

jika dibandingkan dengan MI, ha1 ini terlihat disemua data yang ada. Jumlah 

SD sebesar 480, dengan jumlah siswa sebanyak 74862 dengan ruang kelas 



sebesar 2893 dan ditangani oleh guru sebanyak 5894 selain itu, terdapat 

pula perpustakaan sebesar 123, lapangan olah raga sebesar 5 dan ruang UKS 

sebesar 87. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih 

banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya jumlah Madrasah 

swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD ha1 ini disebabkan 

karena MI lebih banyak di bangun oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih 

banyak di bangun oleh pemerintah. 

Tabel 2.5 

Data Pokok SD dan MI Kabupaten Pamekasan Tahun 201 1 

Sumber : ProJil Dinas Pendidikan Kclbtlpaten Pmnekas~~n 2011 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Komponen 

Sekolah 

Siswa Baru Tk. I 

Siswa 

Ruang kelas 

a. Baik 

b. Rusak ringan 

c. Rusak berat 

MI 

301 

603 8 

36273 

1822 

1774 

37 

SD 

480 

12102 

74353 

2893 

1758 

482 

653 

5 

8 7 

b. Lapangan olah raga 

c. UKS 

SD + MI 

78 1 

18140 

1 10626 

471 5 

3532 

5 19 

Kelas 

Guru 
-- 

a. Layak mengajar 

b. Semi layak 

c. Tidak layak 

Fasilitas 

a. Perpustakan 

5 

87 

3056 

0 

0 

678 

3860 

1356 

672 

2014 

1682 

-- 

1350 

5874 

3038 

1629 123 1506 



2. Tingkat SLTP dan MTs. 

Berdasarkan data yang ada pada tahun 201 1, jumlah SNIP dan MTs 

sebanyak 238, siswa baru tingkat 1 sebesar 154151, dan siswa seluruhnya 

sebesar 42884, untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang 

kelas sebanyak 1203 dengan rincian sebanyak 1042 memiliki kondisi .baik, 

105 dengan kondisi rusak ringan, dan 56 kondisi rusak berat dengan jumlah 

kelas sebesar 127 1 kelas. 

Guru yang mengajar di SLTP dan MTs sebanyak 7023 diantaranya 

yaitu sebanyak 48 1 1 (68,5 1 %) adalah layak mengajar, sebanyak 1 132 

(16,11%) semi layak, dan 1080 (15,37%) tidak layak mengajar. Untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar di SLTP dan MTs terdapat fasilitas 

perpustakaan sebesar 1042, lapangan olah raga sebesar 55, ruang UKS 

sebesar 97 dan laboratorim sebesar 5, lihat dalam (Tabel 2.6) 

Pada tabel tersebut di garnbarkan pula bahwa jumlah SLTP lebih 

kecil jika dibandingkan dengan MTs, ha1 ini terlihat di semua data yang ada. 

Jumlah SLTP sebesar 120 dengan jumlah siswa sebesar 18387 dengan ruang 

kelas sebesar 458 dan ditangani oleh guru sebanyak 3073 selain itu, terdapat 

pula perpustakaan sebesar 39, lapangan olahraga sebesar 6 ruang, UKS 

sebesar 24, dan ruang laboratorium sebesar 52. 

Seperti halnya dengan MI, jumlah MTs juga lebih banyak madrasah 

swasta serta jika dibandingkan dengan madrasah negeri yaitu sebesar 157. 

Hal yang sama juga terjadi pada SLTP yang lebih banyak sekolah swasta 

- - -.. -- . 

yaitisebesar 87 jika dibandingkan dengan sekolah negeri sebesar 33, 



walaupun jumlah siswanya masih lebih banyak sekolah negeri yaitu 

berbanding 121 76 dan 6074 . 

Tabel 2.6 

Data pokok SLTP dan MTs 

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kabupnten Panzeknsan 201 1. 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pamekasan 

SLTP 

120 

6768 

18387 

334 

8 1 

43 

563 

3073 

2562 

752 

180 

3 9 

20 

24 

36 

Kabupaten 

Komponen 

Sekolah 

Siswa baru Tk. I 

Siswa 

Ruang kelas 

a. Baik 

b. Rusak ringan 

c. Rusak berat 

Kelas 

Guru 

a. layak mengajar 

b. Semi layak 

c. tidak layak 

Fasilitas 

a. perpustakaan 

b. lapangan olahraga 

c. UKS 

d. Laboratorium 

Tahun 201 1 

MTs 

161 

8647 

24497 

708 

24 

13 

708 

3950 

2249 

380 

900 

61 0 

35 

73 

16 

SLTP+MTs 

28 1 

15415 

42884 

1042 

105 

5 6 

127 1 

7023 

481 1 

1132 

1080 

649 

5 5 

97 

52 



D. Implementasi Desentralisasi Bidang Pendidikan Tingkat SD dan 

SLTP di Kabupaten Pamekasan. 

Proses pendidikan setidak-tidaknya bertumpu pada empat pilar 

pendidikan yang dicanangkan oleh unescog4, yaitu 1) learning to know, 2 )  

learning to do, 3) learning to be, dan 4) learning to live together yang dapat 

dicapai melalui delapan kompetensi dasar, yaitu 1) membaca, 2) menulis, 3) 

mendengar, 4) menutur, 5) menghitung, 6) meneliti, 7) menghafal, dan 8) 

menghayal. Dalam kaitan dengan pendidikan, penyusunan kebijakan 

pendidikan, pengambilan keputusan tentang pendidikan, dan perencanaan 

pendidikan seharusnya ditunjang dengan data dan informasi. Dengan adanya 

data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliabel akan dapat diambil 

keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga kebijakan yang diambil 

juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

Demikian juga untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi 

yang benar akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan 

kebutuhannya sehingga tidak akan terjadi misalnya adanya kesalahan 

penempatan sekolah. Oleh karena itu, data dan informasi tersebut 

hendaknya dijadikan bahan acuan oleh para pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijakan baik dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan, 

evaluasi maupun penyelenggaraan pendidikan. 

Berdasarkan pada temuan dalam penelitian yang dilakukan pada 

Dinas pendidikan Kabupaten Pamekasan, gambaran nyata tentang 

desentralisasi bidang pendidikan setingkat SD dan SLTP di Kabupaten 

54 Dr. Antonius Subianto, http://filsafat.kompasiana.com/2GO9/10/26/konfusius- 
dan-pendidikan. diakses pada tanggal 13 Desember 2010. 



Pamekasan terlihat pada substansi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten 

Pamekasan yaitu merujuk pada kebijakan pendidikan sebagaimana telah 

dituangkan dalam P P ~ ~ .  NO. 38 Tahun 2007 yaitu bidang kebijakan lokal, 

kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan partisipasi 

masyarakat terhadap pendidikan. 

Dalam bidang kurikulum, Dinas Kabupaten Pamekasan membentuk 

sebuah team perurnus kebijakan kurikulum untuk mempemudah dalam 

penyusunan komponen kurikulum ditingkat satuan pendidikan. 

Sebagaimana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Drs. 

Ahmad ~ i d a ~ a t ~ ~ ,  M. Pd mengatakan bahwa; 

"Dinas Kabupaten Pamekasan membentzik sebuah team pengawas 
dalam perumus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
ditingkat SD maupun SLTP, dimana team pengawas ini 
mengkoordinasikan dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan 
dan permasalnhan yang ada dalam proses penyusunan KTSP. 
Harapan dari Dinas Pendidikan Kabupaten bahwa prodzik 
kurikulum sekolah yang diberi label Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum ynng benar- 
benar dibuat oleh sekolah yang melibatkan unsur kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, guru, konselor, komite sekolah dan nara 
sumber, sehingga dengan sinerginya unsur-unsur tersebut akan 
menemukan kemudahan dalam proses pembuatnn kurikulum baik 
setingkat SD maupun SLTP". 

87 - Dalam penyusunan KTSP tingkat satuan pendidikan SD maupun 

SLTP di Kabupaten Pamekasan tetap mengacu pada standar nasional 

85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2007 Tentang 
Pembagian ulusan pemerintahan Antara pe~nerintah, penierintahan daerah provinsi, dan 
Pemel-intahan daerah kabupaten/l<ota. 

8 6 ~ a w a n c a r a  dengan Drs. Ahmad Hidayat, M. Pd, Kepalu Dirlns Kabupaten 
Pamekasan 29  Janua1-i 201 1. 

8 7 ~ u r i k u l u m  KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Prisip-prinsip pengembangan KTSP 
adalah ; (a) Berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik 

- dan lingkungan; (b) Beragam dan te~padu;  (c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu 
. pengetahuan/teknologi dan seni budaya; (d) Relevan dcngan kebutul~an kehidupan; (e) 

Menyeluruh dan berkesinambungan; (f) Belajar sepan.jang hayat; (g) Sei~nbang antara 



pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar 

nasional pendidikan88 terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, 

tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan dan 

penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan 

tersebut, yaitu standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) 

merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum dan tetap bepedoman pada panduan Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP)~~.  Penjabaran standar-standar desentralisasi kurikulum 

pendidikan telah diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah. Pasal 16, PP 

19 Tahun 2005, ayat (1) dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum pada 

tingkat satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah 

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). 

Dalam dokumen yang disusun oleh BNSP, standar isi desentralisasi 

dalam bidang kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar (SD) dan 

menengah (S LTP) sebagai berikut ; (a) kerangka dasar struktur kurikulum 

kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prof. Dr. Wachidi, M. Pd, Kedudnkarz Darz 
Perarz G I I ~ I I  Dalam Merzgenzbarzgkarz Krlriknhm Tirzgkat Satllarz Perzdidikarz (KTSP) 
Urztllk M~'1zirzgkatkarz Mutu Perzdidiknrz, Orasi ilmiah pengukuhan jabatan guru besar 
dalam bidang pengembangan kurikulum rapat terbuka senat Universitas Bengkulu 29 Juni 
2010. hlm 11. 

"undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistenz 
Pertdidilkarl Arnsiorzal dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Stnndar Nasiorral Penrlidikarz 
nzerlganrurrrrtkarz k11rik111rlrrz parla KTSP jerzjarzg pertdidiknrz dasar dun merzerzgnk 
disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman 
pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), selain itu 
penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam 
UU No. 20 Tahun 2003, dan PP No. 19 Tahun 2005. 

80 Panduan yang disusun BNSP tentang KTSP terdiri atas dua bagian. Pertama, 
Panduan umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat 
diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi dan 

kompetensi Dasar yang terdapat dalam Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. 
Termasuk dalam penjabaran umuln dalam UU No. 20 Tahun 2003, dan PP No. 19 Tahun 
2005. ICecl~in, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil a khir pengembangan KTSP 
dengan mengacu pada- SI--dan SKL dengan berpedoman pada panduan umum yang 
dikembangkan pada BSNP. 



yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan 

peildidikan; (b) beban belajar bagi peserta didik pada tingkat satuan 

pendidikan dasar dan menengah; (c) kurikulum tingkat satuan pendidikan 

yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan 

penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi; dan 

(d) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengahgO. 

Dalam PERDA No: 13 Tahun 2006 tentang Sistern Penyelenggaran 

Pendidikan di Kabupaten Pamekasan pada BAB VII ~ u r i k u l u m ~ ' ,  Pasal 16 

ayat (1) setiap satuan pendidikan untuk masing-masing jenjang, wajib 

melaksanakan kurikulum nasional, (2) jumlah jam pelajaran untuk 

pendidikan Agama Islam pada pendidikan dasar dan menengah di 

lingkungan Dinas Pendidikan sebanyak 3 Jam, (3) peserta didik non muslim 

berhak mendapatkan pendidikan Agama sesuai dengan agana yang 

dianutnya; (4) jumlah jam pelajaran dan pelaksanaan pendidikan Agama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan perutaran perundang- 

undangan yang berlaku; (a) setiap peserta didik inuslim pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, wajib berkemampuan membaca dan 

menulis huruf Qur'an. 

90 Dm. Indrawati, M.Pd. Morlel Pernbelr~j(rrart Terpndu di Sekolalt D R S U ~  U~ztuk 
G~rrlr, PPPPTK (IPA), pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan ilmu pengetahuan alam, Jakarta, 2009, hlm 1. 

9 1 Sejarah mencatat sejak tahun 1968 telah terjadi 6 kali perubahan ku~ikulum 
yakni kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kul-ikulum 2004 
dan kurikulum 2006 kurikulum KTSP. Pembaruan kurikulum dilakukan bukan berar-ti ganti 
menteri ganti kurikulum, namun disebabkan adanya perubahan dzlam masyarakat, 
eksploitasi llmu PengetahuanITeknologi, Seni, Budaya dan lain-lain mengharuskan adanya 
perubahan kurikulum. Perubahan Kurikulum tersebut, merupakan salah satu inovasi dalam 
dunia pendidikan, Kurikulum berubah dikarenakan kurikulum mempunyai kedudukan 
sentrd dalam proses pendidikan, op. cit, hlm12. - -  



Dalam kontek itu, Dinas Pendidikan kabupaten Parnekasan telah 

membuat rencana kerja setahun ke depan. Sebagai contoh kegiatan lomba- 

lomba mata pelajaran, siswa berprestasilsiswa teladan, kesenian dan 

olahraga yang akan diselenggarakan secara periodik. setiap awal tahun 

Dinas Pendidikan kabupaten Pamekasan membuat semacam KTSP yang 

berisi kegiatan khususnya lomba-lomba yang akan dilaksanakan satu tahun 

kedepan. 

Kemudian, atas dasar kepentingan peningkatan mutu pendidikan 

pada era desentralisasi pendidikan saat ini maka Dinas Kabupaten 

Pamekasan menambah beban belajar ditingkat satuan pendidikan SLTP. 

Sebagaimana dikatakan oleh Drs. H. M. Ramli, M . P ~ ' ~  Kabid Pendidikan 

Sekolah Menengah Kabupaten Pamekasan. 

"Bahwa berdasarkan rapat pertemuan kepala sekolah tingkat SLTP 
seluruh Kabupaten Pamelcsan pada Tahun 201 0 yang Zulu, diwajibkan 
semua sekolah untuk menambah beban belajar dari ketentuan batas 
minimum 32 jam/minggu, menjadi 38 jam/minggu. Yaitu menam bah 
jam belajar pada mata pelajaran bahasa Inggris dun Matematikan 
musing-masing menjadi 5 jam yang semula hanya 4 jam, disamping 
itu memperhatikan kearifan lokal, yaitu ketrampilan batik sebagai 
mata pelajaran muatan lokal. sedangkan untuk Icetentuan minimal 
ketuntasan belajar tetap harus mengacu dari kebijakan dari Dinas 
Kabupaten Pamekasan yaitu 75% untuk menentukan ketuntasan 
minimal". 

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebeluinnya, salah satu 

kebijakan pendidikan yang muncul mewarnai alam reformasi pada era 

desentralisasi pendidikan saat ini adalah School Based Management (SBM) 

atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang di Indonesia dikenal dengan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) kebijakan ini 
- - - 

" ~ a s i l  wawane-ara dengan Drs. H. M. Ramli,_M.Pd Kr~bid Perzdidilir~rz Sekolrrh 
Menengall Kabupaten Parnekasan. 3 1 Januari 201 1. 



merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

dalam bidang pendidikan93. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, telah 

mengembangkan pola manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagaimana 

Kepala Dinas Kabupaten Pamekasan, Drs. Ahmad Hidayat, M . P ~ ' ~  

mengatakan bahwa; 

"Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan 
paradigma desentraliasi dalam pendidikan. Dinas Pendidikan telah 
menerapkan konsep MBS ini, walaupun tidak semuanya berhasil, 
akan tetapi strategi yang di gunakan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten Pamekasan untukpenerapan kebijakan MBS ini ditingkat 
satuan pendidikan SD maupun SLTP; pertama, menciptakan kondisi 
yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan 
kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, kepala sekolah, 
guru, termasuk masyarakat dan orang tua siswa, Kedua, 
membangun budaya sekolah yang demokratis, transparan, dan 
akuntabel. Termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan 
pertanggungiawaban kepada masyarakat melalui komite sekolah ". 

Ada tiga tujuan diterapkannya Manajemen Berbasis sekolahg5, 

Pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan 

unsur komite sekolah dalam aspek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua, mengembangkan kemampuan 

kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat setempat. Ketiga, ineilgembangkan peran serta 

masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umuin persekolahan dari unsur 

komite sekolah untuk meinbantu peningkatan inutu sekolah. Lebih lanjut 

" ~ d e  Irawan, Mentrlugartgkart Sekoluh; Stirrli Kehijrrkrrrt Murtujentert Berbusis 
Sekolah di DKI Jukar.tu, Jakarta: ICW, 2004, hlm. 31. 

94 Wawancara dengan Drs. Ahmad Hidayat, M. Pd, Keprrlu Dirtus Kabupaten 
Pamekasan 29 Januari 201 1. 

95 Kustini Hardi, Ii~tplerrrerttusi Koizsep MBS di Sekoluh, Jurnal Batam Pos, 
http://www.batam pos.html. diakses pada tanggal 14 Februari 201 1. 



Kepala Dinas Kabupaten Pamekasan, Drs. Ahmad Hidayat, M . P ~ ~ ~  

mengatakan bahwa; 

"Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memiliki 
keleluasaan untuk membangun kapasitas setiap penyelenggara 
pendidikan, contoh; Manajemen Berbasis Sekolah, (MBS) itu 
sebagai alat untuk mengembangkan satuan-satuan pendidikan 
secara otonom. dengan MBS, dibuka kesempatan selz~as-luasnya 
bagi masyarakat untuk ikut serta memikirkan pendidikan di 
sekolah. Dengan konsep MBS, masyarakat akan merasa memiliki 
dun mereka akan merasa bertanggungjawab untuk keberhasilan 
pendidikan di dalamnya ". 

Sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka sekolah dapat 

leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan 

lingkungan ~ e t e m ~ a t ~ ~ .  Maka, dengan adanya desentralisasi pendidikan 

tersebut, sekolah akan lebih leluasa dalam mengimprovisasi dirinya sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat 

heterogen dengan berbagai macam keragamannya, seperti budaya, adat, 

suku, sumber daya alam, dan bahkan sumber daya m a n u ~ i a n ~ a ~ ~ .  Masing- 

masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam 

pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Dalam konteks desentralisasi 

pendidikan, kurikulum yang disediakan oleh Dinas Kabupaten Pamekasan 

tidak sekadar dafiar mata pelajaran yang dituntut di dalam suatu jenis mata 

pelajaran setingkat SD maupun SLTP. 

96~awancara  dengan Drs. Ahmad Hidayat, M. Pd, Kepala Dirtas Kabupaten 
Pamekasan 29 Januari 201 1. 

9 7 ~ .  Suryo Subroto, Munaje~t~ett Pendidikan rli Selcolnh, Renika Cipta, Jakarta, 
2004, hlm 196. 

 a as bull ah, Oto~ton~i  Pen(1irliknt1, Kebijnknt~ Otor~onri Daernh clntt Itttplikusinya 
T*skntlrzp Pe~tyeJtnggnrnrit~ rPerrdidik(rrt, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 
20. 



Kaitan dengan ha1 tersebut, Drs. ~ a r ~ a n t o "  Kasubag Perencanaan 

Dinas Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa; 

"Dinas Kabupaten juga menjalankan program berkaitan dengan 
proses pembelajan yang menunjang tercapainya tujuan dari 
pelaksanaan kurikulum tersebut, antara lain; (a) menyediakan, dun 
menyeleksi tenaga pengajar (guru) yang kompeten; (b) 
menyediakan fasilitas fisilc atau fasilitas belajar yang memadai dun 
menyenangkan; (b) fasilitas bantu untukproses belajar mengajar; 
(b) menyediakan tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga 

' administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran; dun (c) 
memelihara budaya yang menunjang, seperti nilai-nilai religius, 
moral, kebangsaan, dun lain-lain". 

Berhubung dengan ha1 tersebut, lembaga pendidikan yang ada di 

Kabupaten Pamekasan hams mempunyai sistem manajemen pendidikan 

yang baik dan mapan untuk menyongsong era desentralisasi pendidikan. 

Artinya, jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, 

maka berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan perlu dikenali. Untuk 

itu, diperlukan pengkajian dalam implernentasi desentralisasi bidang 

pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan 

pendidikan. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah 

disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan secara nasional merupakan 

tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat dan orang tua, dan sumber 

bantuan lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 29 UU No. 20 Tahun 2003, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa yang dimaksud 

pemerintah adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah adalah pemerintah 

provinsi, pemerintah Kabupaten atau pemerintah kabupaten kota 

- 

- - - . -  9% Wwancara  dengan Drs. Haryanto Kaszrbbag Pererzcarrarrrr Dinas Kabupaten 
Pamekasan, 02 Februa~i  201 1. 



Pemerintah daerah sebagai salah satu penannggungjawab pendanaan 

pendidikan di daerah sebagaimana ketentuan tersebut hams mengalokasikan 

dana kepada satuan pendidikan baik yang diarnbil dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) atau dari Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun suinber 

pendapatan lain yang sah. Untuk dana pendidikan di Kabupaten Pamekasan 

pada tingkat satuan pendidikan SD maupun SLTP pada tahun 201 1 ini, 

salah satunya mendapatkan dana dari APBD, dan dari Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Sebagaimana dikatakan oleh Kusfandi, s . P ~ ' O O  Kasubbag 

Keuangan Dinas Kabupaten: 

"Pembiayaan program pendidikan di Kabupaten pamekasan salah 
satunya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
maupun dari Bantuan Operasinal Sekolah POS) untuk SD sampai 
SLTP, di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2010 yang lalz~ 
menyerap Anggaran 18,2 miliar. Pengalokasian dana tersebut 
d@eruntukkan membiayai kelangsungan pendidikan gratis terhadap 
tingkat satuan pendidikan SD sebanyak 11.3765 siswa. Dan SLTP 
sebanyak 19.884 siswa. Anggaran pendidikan gratis pada tahzrn 
201 1 ini, tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan pada 
tahun sebelumnya. Ada selisih alokasi anggaran antara siswa 
tingkat SD dengan siswa tingkat SLTP, lebih banyak alokasi 
anggaran untuk tingkat SLTP selisih tersebut, karena perbedaan 
kebutuhan antara siswa SD dun SLTP lebih banyak kebutzrhan pada 
tingkat SL TP ". 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang di 

bebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat di didik dan 

mendidikI0'. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental 

emosional, moral serta keimanan dan ketaqwaan manusia terhada Tuhan 

100 Wawancara dengan Kusfandi, S. Pd Knsrrbbng Kerrrmgnrt Dinas Kabupaten 
Pamekasan, 07 Februari 201 1. 

- I0'udin Syaefudin .. Saud: Perencnrzaan Perz(ii(iiknn Srratrr Pe,~deIcntnn 
KonzprelzertsiJ; PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ke IV, Bandung, 2009, him 6. 



Yang Maha ~ s a " ~ .  Menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah 

pusat, daerah, masyarakat sekolah, dan masyarakat peduli pendidikan untuk 

secara bersama-sama menuntaskan pemahaman masyarakat terhadap 

paradigma baru pendidikan saat ini. Sementara masyarakat sekolah hams 

membuka diri dan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan oleh 

sekolah kepada masyarakat karena masyarakatlah pengguna hasil 

pendidikan dan menjadi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan menuntun kepada suatu sistem keija yang 

tidak parsial, karena penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya 

jaringan kerja sama dari berbagai komponen yang ada di dalam lembaga 

pendidikanlsekolah ataupun lembaga lain. 

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Guru sebagai ujung tombak 

pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa 

dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Melalui guru penanaman .nilai- 

nilai dan pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan yang relevan dengan kekinian dan inasa depan dapat berlangsung. 

Untuk peningkatang kompetensi guru setingkat SD dan SLTP, Dinas 

Pendidikan Kabupaten melakukan pelatihan seinacain diklat yang diikuti oleh 

para guru SD maupun SLTP, sebagaiinana Kepala Dinas Kabupaten 

Pamekasan, Drs. Ahmad Hidayat, M.Pd103, mengatakan bahwa; 

I0'~athiyah Hasan Sulaiman, Sistem Perzrlirlikrrrz Menurrrt Al-Ghazali, Sollrsi 
Mengltnrlapi Taittartgart Zamart, Te jemahan Z.S. Nainggolan & Hadri Hasan, Dea Pers, 
Jakarta, 2000, hlm VIII. 

I o i  Wawancara dengan Drs. Ahmad Hidayat, M. Pd, Keprrlrr Diitrrs Kabupaten 
Pamekasan 02 Fehrua~i 201 1. 



"Dinns Pendidikan Kabupnten Pamekasan setiap I tahun sekali 
selalu mengadakan semacam diklat ntnu pelatihan yang diikuti 
oleh guru setingkat SD maupun SLTP, dengnn menggunakan 3 
mncnm pelatihan yaitu; pertama, penataran penyegaran, kedua 
penataran peningkatan kualz3kasi dun ketign penataran 
penjenjangan. Penatarnn penyegaran ialah penataran untuk 
menyesuaikan tenaga kependidikan clengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dun teknologi modern serta memnntapkan tenaga 
kependidiknn tersebut agar dapat melakziknn tzigas sehari-hari 
dengan baik. Szyatnya mem berikan kesegaran sesuai dengan 
perubnhnn yang terjadi. Pola pelatihan ini biasnnya 30-120 jam. 
Contohnya: Pelatihan Penggunaan A lat Peraga KIT IPA bagi guru 
SD kelas V ,  dun Pelatihan Pembuatan Alat Evaluasi Mata 
Pelajaran IPS SLTP. Selanjutnya Penataran peningkatan 
kualz$knsi ialah penntaran dnlam hubungan clengan profesi 
kependidikan sehingga diperoleh suatu kualz$kasi formal tertentu 
dengnn standnr yang telah ditentukan. Pola pelatihan biasanya 
I50 jam - 300 jam. Contohnya: Pelatihan Kualz$kasi D3-Sl bagi 
Guru SLTP Mata pelajaran Matematika, Bahnsa Inggris, Bahasa 
Indonesia, IPA, Bimbingan dun Konseling, Pelatihan Akta 
mengnjar (nkta IY). Penataran penjenjangan ialah penataran 
untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga dipenuhi 
persyaratnn suatu pangkat ntau jabatan tertentu sesuai dengan 
ketentuan ynng berlaku. Pola pelatihan ini berkisar 1 s. 5 bulan . 
Contohnyn: Diklat Berjenjang Mata pelajaran Bahasa Inggris, 
Matemntikn, IPA, bagi guru SLTP, Diklat calon Kepala Sekolah 
Dnsar ". 

Di Era Otonomi saat ini, pelatihan guru merupakan bagian yang urgen 

terutama setelah ada desentralisasi bidang pendidikan. Oleh karenanya 

untuk masa yang akan datang pelatihan guru hams terikat paling sedikitnya 

empat komponen kompetensi yaitu'04; (1) kompetensi kebudayaan umum 

(general culture) atau disebut dengan kompetensi kemasyarakatan, (2) 

kompetensi akademis khusus (special scholnrsship), disebut juga 

kompetensi bidang pengetahuan akademis tertentu., (3) kompetensi 

pengetahuan profesional (professional knowledge) yang memperlihatkan 

'O?.~usuel dalam- Moekijat: Evrrlzrasi Pelrrtilzrr~z Dulattz Rrrrzgku Peni~lgknta~t 
Prorluktivitus. CV Mandal- Maju, bandung, 1993, him 32. 



tipe-tipe keguruannya, (4) kompetensi yang berhubunngan degan seni dan 

keterampilan teknis (art and technical skill) yang didmonstrasikan. 

Dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan 

sekolah melalui peningkatan desentralisasi bidang pendidikan yang 

transparan, maka melalui Keputusan Mendiknas RI No. 044lUl2002 

terbentuk adanya lembaga tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Kehadiran Dewan Pendidikan di tengah-tengah masyarakat khususnya 

para peduli pendidikan di nilai sangat tepat mengingat masyarakat 

memerlukan mediator antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan 

pengguna jasa layanan pendidikan dalam implementasi desentralisasi bidang 

pendidikan. Masyarakat terkesan sangat minim menerima informasi tentang 

perkembangan pendidikan sehingga tingkat partisipasi mereka sangat 

rendah. 

Atas kondisi tersebut, Dewan Pendidikan di harapkan perannya dan 

mampu menjalankan fimgsinya secara maksimal agar terjadi kerjasama dan 

interaksi antara pemerintah, Dewan Penvakilan Rakyat, masyarakat dan 

para praktisi pendidikan yang akan melahirkan kesepahaman dan saling 

pengertian yang mendalam dalam menangani masalah-masalah pendidikan 

yang dihadapi secara bersama dengan langkah-langkah yang terencana dan 

sistematis pada era otonomi pendidikan saat ini. 

Dewan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan sejak dibentuk mencoba 

melaksanakan kegiatan strategis dalam rangka iinplementasi desentralisasi 

bidang pendidikan, baik untuk jangka pendek disamping mempersiapkan 

program jangka panjang dengan menyusun Rencana Strategis Pendidikan 
-- - 



tahun 201 1-2015, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Dewan Pendidikan 

Kabupaten Parnekasan Drs. H. Kutwa, M . P ~ " ~  sebagai beikut; 

"Untuk tahun 201 1, program kegiatan Dewnn Pendidikan Kabupnten 
Pamekusan difokusknn pada program membangun komunikasi timbal- 
balik dengnn aliansi strategis yang meliputi kegiatan utama (a) 
membangun komite sekolah yang efektif daiz representat$ (b) 
memberdayakun komite sekolah dalam mengadvokasi dun 
menggalang partisipasi masyarakat, (c) membentuk aliansi komite 
sekolah di tiap-tiap kecamatan guna tercapainya otonomi 
pendidikan ". 

Keberdayaan Dewan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan pada 

tahun 2010 yang lalu telah menyelenggarakan program kegiatan antara 

Dewan Pendidikan dan Forum Komite Sekolah se-Kabupaten sebagai 

bentuk bahwa proses desentralisasi pendidikan di Kabupaten Pamekasan 

telah berjalan. Hasil serapan informasi yang dilaksanakan oleh Dewan 

pendidikan dan Forum Komunikasi Komite Sekolah se Kabupaten 

Pamekasan, berkaitan dengan desentralisasi bidang pendidikan disetiap jenis 

satuan pendidikan SDIMI, SLTPMTs, sebagai berikut; 

Waktu 

04-03-2010 

05-03-201 0 

Kegiatan 

Rapat DP & KS 

Rapat DP & KS 

Tema 

Penyiapan Penyusunan 
Data Based Komite 
Sekolah. 

Komite Berperan Sebagai 
Alat Kelengkapan Sekolah 

Keluaran 

Terhimpunnya data 
based komite sekolah 

Sosialisasi tentang 
peran komite sekolah 
kepada masyarakat 
segera 
diefektifkan sehingga 
koinite bisa berperan 

I I I I 1 secara optimal I 

I05 Hasil wawancara di Kantor Ketua Dewan Pendidikan Icabupaten Pamekasan, 
Drs. H. Kutwa; M.Pd, 10 Februari 201 1. 

2 6-05-201 0 Pelaksanaan 
Talk Show DP 

Issu Strategis Pendidikan Prediksi permasalahan ~ 
tentang Penerimaan Siswa .- yang akan muncul 



Karimata 

Rapat DP & KS 

Rapat 

Rapat DP & KS I 

Petemuan 
Ketua-Ketua 
FKK 

Rapat DP 

Barn. 

Pemerataan Pendidikan 1 

Partisipasi Masyarakat 
Dalam Pendidikan 

tahun 20 10 

Pembahasan masalah 
Komite Sekolah 

Masalah penanganan 
siswa miskin yang 
terancain putus sekolah 

Penggalangan Partisipasi 
Masyarakat terhadap 
terhadap pendidikan. 

Koordinsasi 1 Pemerataan Pendidikan di I 

pada saat penerimaan 
siswa baru 

Menerima masukan 
dan keluhan 
masyarakat tentang 
penerimaan siswa 
baru, tidak adanya 
perbedaan antara anak 
orang kaya dan anak 
orang miskin untuk 
masuk kesekolah 
unggulan. 

Rekomedasi DP 
kepada eksekutif 
tentang penerimaan 
siswa baru 
Mendorong tumbuhnya 
perhatian dan 
komitrnen inasyarakat 
terhadap 
penyelenggaraan 
pendidikan yang 
bermutu 

Menampung dan 
menganalisis aspirasi, 
ide, tuntutan, dan 
berbagai kebutuhan 
pendidikan yang 
diajukan oleh 
masyarakat . 

Membentuk team 
penanggulangan siswa 
miskin 

Menggalang dana 
masyarakat dalam 
rangka pembiayaan 
penyelengaraan 
pendidikan di satuan 
pendidikan. 

Mendorong orang tua 



KS dan Dinas 
Pendidikan 

22-09-2010 / Rapat BP dan 
Eksekutif 

05-08-2010 Rapat Pengurus 
DP : 

12-08-201 0 

DP, KS dan 
Dinas 

Rapat DP & KS 

Pertemuan DP 
Koodifikasi 
bahan 
rekomendasi 

15-08-2010 

Penyusunan Anggaran 
Pendidikan 

Rapat DP: 
Konkritisasi 
bahan 
rekomendasi 

Besaran masalah 
pendidikan tahun 201 0 
inventarisasi masalah- 
masalah sebagai bahan 
rekomendasi 

Penyusunan Draf 
Rekomendasi 

Pemaparan masalah aktual 
sebagai bahan 
rekomendasi 

Problematika Pendidikan 
di Pamekasan tahun 201 0, 
Masalah SDM, Kualitas 
Guru. 

Penyusunan Rumusan 
hasil pertemuan rapat 
bersama 

siswa dan masyarakat 
khusus wilayah utara 
untuk berpartisipasi 
dalam pendidikan guna 
mendukung 
peningkatan mutu 
pendidikan dan 
pemerataan pendidikan 

Memberikan 
pertimbangan tentang 
anggaran yang dapat 
dimanfaatkan pada 
setiap jenjang satuan 
pendidikan 
Persiapan 
rekomendasi Dewan 
Pendidikan tentang 
masalah pendidikan. 

Pen yempurnaan 
penambahan bahan 
rekomendasi 

Rekomendasi Dewan 
Pendidikan tahun 
201 0 kepada stake 
holders 

Inventarisasi 
problematika 
pendidikan di 
pamekasan penguatan 
kapasitas guru. 
langkah-langkah 
konkrit dalam 
penguatan kapasitas 

guru- 
L I I I - 

Szrrnber: Laporan ProgramKerja Dewan Pendidikan Knbspaten Pamekasan. 



E. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Desentralisasi 

Bidang Pendidikan Tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan. 

Secara konseptual, desentralisasi pendidikan106 sebenarnya 

memberikan peluang besar untuk membangun pendidikan di daerah menjadi 

lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena bupatilwalikota memiliki 

kewenangan yang penuh dalam menentukan kualitas pendidikan di 

daerahnya melalui sistem perencanaan terhadap bidang garapan pendidikan 

yang sesuai dengan konteks daerahnya. Kualitas pendidikan untuk masa 

yang akan datang lebih banyak tergantung pada komitmen daerah untuk 

merumuskan visi dan misi di daerahnya masing-masing. Manakala 

pemerintah daerah memiliki political will yang kuat dan kemudian disertai 

dengan kebijakan dan sistem perencanaan pendidikan yang mengedepankan 

arti penting pendidikan sebagai upaya human investment di daerah, dapat 

dipastikan pendidikan di daerah itu akan dapat meningkatkan kualitas 

pendidikannya. 

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk mencapai 

peningkatan mutu pendidikan pada setiap satuan pendidikail di tanah air 

secara nasional di antaranya melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Usaha lain yang 

tergolong universal seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa otonomi pendidikan 

106 Alhumani, menyebutkan ernpat kernungkinan dampak positif dari kebijakan 
desentralisasi pendidikan, yaitu (1) peningkatan mutu, (2) efisiensi keuangan dan 
administrasi, (3) relevansi pendidikan: dan (4) perluasiGn ztau pemerataan pendidikan. 
Kompas, 2007, hlm 8. 



berazaskan desentalisasi, dengan demikian amanat dalam Undang-undang 

tersebut hams menjadi dasar dan arah dalam pengembangan desentalisasilo7 

pendidikan di masa depan. 

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan desentralisasi 

pendidikan tingkat satuan pendidikan SD dan SLTP di Kabupaten 

Pamekasan adalah dengan lahirnya, Keputusan Mendiknas RI No. 

044lU12002 yaitu terbentuk adanya lembaga tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Dewan Pendidikan 

Kabupaten Pamekasan Drs. H. Kutwa, M.P~"* sebagai beikut; 

"Menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah daerah, 
masyarakat sekolah, dan masyarakat peduli pendidikan untuk secara 
bersama-sama menuntaskan pemahaman masyarakat terhadap 
paradigma bam desentralisasi bidang pendidikan saat ini. Dengan 
lahirnya keputusnn Mendiknas RI No. 044/U/2002, telah memberikan 
peluang untuk menghujudkan kondisi masyarakat yang kritis dan 
partisipatifserta mewujudkan pendidikan setingkat SD maupun SLTP 
yang transparan dan akuntabel. Sementara satuan pendidikan 
setingkat SD maupun SLTP hams membuka diri dan 
mempertanggzmngjawabkan kepada masyarakat karena masyarakatlah 
pengguna hasil pendidikan ". 

Di dalam Pasal 54 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan; (1) peran serta masyarakat dalam 

pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi 

profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan 

mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai 

sumber, pelaksanaan, dan penggunakan hasil pendidikan. Selanjutnya dalam 

Pasal 56 disebutkan secara spesifik, yaitu; (1) masyarakat berperan dalam 

"'~iftah Thoha. Deser~tralisasi Pendi[likarz, Jurnal Pendidikan-dan Kebudayaan, 
No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999. 
- - ' Z ~ a s i l  wawancara di Kantor Ketlra Dewun Perzdidiknrz Kabupaten Pamekasan, 

Dl-s. H. Kutwa, M.Pd, 10 Februa~i 201 1. 



peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 

dan komite sekolah; (2) dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri 

dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, 

dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, 

dan kabupatenlkota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis; (3) komite 

sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan 

dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan. 

Faktor pendukung dalarn implementasi desentralisasi bidang 

pendidikan juga tidak terlepas dari beberapa hal, antara lain sebagai berikut; 

pertamalog; tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, 

pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan 

menilai kualitas pendidikan; Kedzla, anggapan bahwa struktur pendidikan 

yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan 

partisipasi siswa bersekolah; Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada 

untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat 

yang beragam; Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak 

memenuhi tuntutan bar-  dari Masyarakat; dan Kelima, tumbuhnya 

persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. 

- - ' 0 9 ~ u r i l  Huda, Desenh.rrlisasi-Per~~li~likun: Pelr~kso~zour~ clrrn Rrr.n~nsulrrlzar~~tycr, 
Julnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999. 



Kaitan dengan ha1 tersebut, untuk desentralisasi bidang pendidikan 

tingkat SD dan SLTP di Kabupaten Parnekasan faktor yang mendukung 

adalah terbitnya ULT No. 2012003 tentang Sistem Pendidikan luasional Pasal 

38 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok 

atau satuan pendidikan dan komite sekolahlmadrasah di bawah koordinasi 

dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama 

KabupatenIKota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan 

menengah". Kemudian juga terbitnya, Peraturan Keputusan Menteri Nomor 

22/2006, dan 2312006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan 

menjadi dasar pengembangan kurikulum sekolah yang disebut KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sebagaimana Drs. ~aryanto'  lo  

Kasubbag Perencanaan Dinas Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa; 

"Sejak terbitnyn UU dan Keputusan Menteri tersebut, daerah diberi 
keleluasaan untuk mengembangkan silabus kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik ditingkat SD mnzipun SLTP, di 
Kabupaten Pamekasan sendiri, untuk kurikulum setingkat SD dan 
SLTP diseszraiknn dengan Perda No. 13 Tahun 2006, pasal 18 
pengembangnn kurikzrlurn dan silabus mengintegrasiknn nilai-nilai 
Iman dnn Tnqwa. Contohnya, setiap memulai proses belajar 
mengnjnr siswn SD maupun SLTP diwajibknn mengnji bersama 
ynng d'ipimpin oleh salah sntu guru agamn melalzri pengeras suam 
ynng diletakknn disetiap rcrangan kelas, hnmpir setiap sekolah sudah 
nzelaksanaknn muatan kzrrikulzrm loknl tersebut". 

Pasal 19 Perda No. 13 Tahun 2006, disebutkan satuan pendidikan 

yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah bahan ajar sesuai 

dengall ciri khas masing-masing dengan tidak menprangi jumlah mata 

pelajaran yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan tetap 

110 Wawancara dengan Drs. Haryanto Kusrrbbrig Pcrennr)iuulr Dinas ICabupaten 
Parnekasan, tanggal 02 Febsuari-2011. - -. 



memperhatikan peserta didik. Pada Pasal 20 menyebutkan bahasa, sejarah 

dan seni budaya Madura diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam rangka pelestarian 

dan pengembangan budaya daerah. 

Dengan implementasi desentralisasi bidang pendidikan maka 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalarn 

penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan pendayagunaan potensi 

daerah, terciptanya infiastruktur kelernbagaan yang menunjang 

terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jarnan. 

Penerapan desentralisasi pendidikan juga hams mengikutsertakan unsur- 

unsur masyarakat, dan orangtua sebagai hubungan kemitraan dan 

menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan 

sesuai dengan kebudayaan daerah, sebagai upaya mengembangkan 

kebudayaan nasional. 

Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi 

yang sangat besar dalam berbagai tatanan pernerintahan, baik pusat maupun 

daerah, tak terkecuali dalam bidang desentralisasi pendidikanll l . 

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang 

diserahkan ke daerah, meskipun dalanl pelaksanaannya banyak mengalami 

hambatan-hambatan. Implementasi desentralisasi bidang pendidikan 

setingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan, dalam realisasinya 

senantiasa ineilghadapi hambatan-hambatan, data yang terhimpun dari hasil 

" ' ~ a r d i a s m o ,  Otonoiiri dull Miiitujenrelz Kesrnitgun Dnerah, Penerbit Andi 
Offset, Yogyakarta 2002, hlm 82. 



penelitian dengan Dinas Kabupaten Parnekasan dan Dewan Pendidikan 

Kabupaten Pamekasan antara lain sebagai berikut; 

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, 

respon masyarakat terhadap akselerasi pendidikan sangat lernah dan 

lambat. 

2. Lemahnya pemahaman guru tingkat SD maupun SLTP terhadap 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

3. Tenaga Guru setingkat SD Maupun SLTP belum optimal 

menyelenggarakan pembaharuan dan akselerasi pendidikan, belum 

tersedianya sumber daya manusia yang memadai. 

4. Belum terbangun sistem pengelolaan dana dari berbagai sumber 

untuk program pendidikan disarnping itu, belum tersedianya 

anggaran pendidikan yang memadai dalarn APBD. 

Dengan banyaknya hambatan-hambatan dalam desentralisai bidang 

pendidikan, maka mensyaratkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan 

pendidikan baik dari instansi terkait, sekolah, pemerintah, maupun 

masyarakat peduli pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 

sebelumnya, bahwa dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator 

kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin 

baik pula kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan adalah 

_ sarana transformasi yang sangat baik, karena dengan pendidikan, seseorang 

. atau kelompok dapat mengembangkan diri secara transformatif, dari tidak 

mengetahui sesuatu sampsi menjadi ahli. Pendidikan sangat penting untuk 

meningkatkan sumber daya manusia. Begitu pentingnya pendidikan 



sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap 

manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

F. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan dan Dewan 

Pendidikan Kabupaten Pamekasan Untuk Mengatasi Faktor 

Penghambat Desentralisasi Pendidikan tingkat SD maupun SLTP. 

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di kabupaten 

Pamekasan masih banyak mengalami hambatan, Rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai salah satu faktor 

penghamabat desentalisasi pendidikan. Oleh sebab itu, Dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, 

dan orang tua. Untuk itu, meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% 

dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD, dana dari masyarakat masih 

diperlukan sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab masyarakat 

selain agar masyarakat turut merniliki dan bertanggungjawab terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. 

Dalam menggalang partisipasi masyarakat diperlukan wadah yang 

representatif untuk mengelola secara professional segala bentuk partisipasi. 

Berkaitan dengan hambatan tersebut, kiranya pemerintah, Lembaga 

Pendidikan, Organisasi kependidikan, hendaknya secara terus menerus 

memberdayakan masyarakat agar inemiliki kepedulian terhadap pendidikan. 



Sebagaimana Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan Drs. H. 

Kutwa, M . P ~ " ~  mengatakan sebagai berikut; 

"Sebagai zpaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan dikabupaten pamekasan, maka diharapkan 
agar lembaga-lembaga representasi masyarakat zrntuk secara aktif 
dun terus menerus memberikan pokok-pokok pikirannya dalam 
memajukan pendidikan di Pamekasan, baik secara bersama 
mazpzrn sendiri-sendiri. Untuk itu perlu diadakannya kegiatan 
koordinasi secara berkala dun berkelanjutan. Baik dari Lembaga 
Ehekutifdan Legislatij Dewan pendidikan, Komite Sekolah, LSM, 
mazpun dari PGRI". 

Kaitan dengan ha1 itu, telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa 

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan 

masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil 

dengan maksimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Parnekasan, 

terutama Dinas Pendidikan hams mernpunyai komitmen yang kuat untuk 

menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan, sebagaimana sering 

disebutkan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan. 

Sedangkan faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah 

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)~ l3 yang sampai 

saat ini masih menjadi hambatan dalam implementasi desentralisasi 

pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, nuansa otonomi 

pendidikan seyogyanya marnpu memaknai desentralisasi pendidikan yang 

sebenanlya. Pelaksaanaan pendidikan yang setengah hati akan 

membiilgungkan para pelaku pendidikan. 

" '~as i l  wawancara di Kantor Ketrrrr Dewart Pertrlirlikart Kabupaten Pamekasan, 
Drs. H. Kutwa, M.Pd, 10 Februari 201 1. 

113 Pasal 1 ayat 5 Permen Diknas Nomor 24 Tahun 2006. Penyusunan KTSP 
tingkat satuan pendidikan dasal- dan menengah oleh kepala satuan pendidikan dasar dan 
menengah perlu memperhatikan pertimbangan dari Kornite Sekolah atau Komite Madrasah. 



Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

paradigma baru dalam pengernbangan kurikulum, yang memberikan 

otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan masyarakat 

dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah114. 

Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki 

keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar 

dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap 

terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, maka perlu 

pendampingan oleh dinas setempat terhadap satuan pendidikan SD maupun 

SLTP, guna melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan 

teratur terhadap pelaksanaan KTSP pada tingkat satuan pendidikan SD 

maupun SLTP. 

Kaitan dengan ha1 tesebut, usaha yang dilakukan oleh Dinas 

Kabupaten Pamekasan terhadap persoalan KTSP, adalah dengan mencoba 

memberikan layanan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh sekolah ditingkat 

satuan pendidikan SD maupun SLTP dalam peningkatan SDM di sekolah, 

misalnya melalui pelatihan guru dalam metodologi mengajar berbasis 

KTSP, melakukan metodologi penelitian sebagai upaya pengembangan dan 

inovasi guru, upaya penguasaan bidang studi, upaya pengoperasian 

komputer dan internet supaya guru bisa menggunakan inedia besbasis 

teknologi modern. 

- - 11-1 Musl ich Sz Masnur, K~rrikul~rn~ Tingkat S(rtuui1 Pertdi(1ikarr (KTSP) Dasav 
Peri~~rhrrii~un rlrril Peirgenlbarlgan Pedon~arr Bugi Peitgelola Lenlbaga Perrrlirlikan, 
Pertga~vrrs Sekolrrh, Repala Sekdah, Komite Sekotah, Delvail Sekolah, dm1 Gtwu, PT 
Bunli Aksara, Jakarta, 2007, hlm 24. 



Guru memiliki peranan yang strategis dan merupakan kunci 

keberhasilan mencapai tujuan kualitas pendidikan yang lebih baik pada era 

desentralisasi pendidikan saat ini. Di Kabupaten Pamekasan Tenaga Guru 

setingkat SD maupun SLTP masih menjadi hambatan dalam pelaksanan 

desentralisasi pendidikan, belum tersedianya sumber daya manusia yang 

memadai. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif 

apabila tersedia guru yang sesuai dengan kebutuhan sekolah baik jumlah, 

kualifikasi maupun bidang keahliamya. 

Oleh sebab itu, bahwa selama kemampuan profesional guru belum 

bisa mencapai tataran ideal guru bersangkutan hams mendapatkan pelatihan 

yang terus menerusH5. Dalam era globalisasi seperti sekarang semua ilmu 

pengetahuan cepat usang. Apalagi kalau guru tidak di-tmining dan tidak 

bisa memperoleh akses informasi yang baru dan jika itu terjadi maka guru 

akan ketinggalan. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Pamekasan 

dalam peningkatan kualitas guru stingkat SD maupun SLTP disamping 

mengadakan Diklat tiap satu tahun sekali juga mengambil langkah yang 

cepat mengenai peningkatan mutu guru antara lain mendinamisasikan 

lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok 

Kegiatan Guru (KKG), untuk penguatan kapasitas guru, peningkatan 

professionalisme guru dan perbaikan kinerja guru yang selaina ini dinilai 

mengalami penurunail. Di samping itu juga Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pamekasan bekerja sama dengan Komite Sekolah dan Dewan pendidikan 

-. - 
115. --=- Smyanto, Gtrrtr hnrus term-ttletzdnpat Intilzntl. 03 Pebruari 2001, Kompas, 

kolom, hlrn 9. 



untuk memperkuat partisipasi masyarakat diantaranya, Komite Sekolah, 

Dewan Pendidikan, LSM ataupun masyarakat peduli pendidikan untuk 

memberikan kontrol terhadap kinerja Kepala Sekolah dan guru di masing- 

masing satuan pendidikan baik tingkat SD maupun SLTP. 

Peningkatan mutu guru sebagai upaya peningkatan tenaga 

kependidikan di Kabupaten Pamekasan memiliki tujuan agar guru terus 

berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Peningkatan mutu guru selalu menjadi yang diprioritas oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pamekasan, karena upaya ini di dasari alasan bahwa 

indikator utama keberhasilan sekolah adalah kemampuan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien seusai dengan tuntutan 

kurikulum dan menyiapkan tamatan yang memenuhi kebutuhan 

pembangunan masa kini dan masa yang akan datang. 

Kemudian, masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pamekasan terhadap implementasi desentralisasi bidang 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan SD maupun SLTP adalah masalah 

pendanaan. Mencanangkan pendidikan gratis seperti yang diamanatkan UU 

pada tingkat satuan pendidikan SD maupun SLTP tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, butuh kesungguhan dari semua pihak yang 

berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh sebab itu, untuk mengatasai 

masalah pendanaan tersebut, Dinas Pendidikan telah inernbeiikan 

rekomendasi kepada lembaga legislatif, agar seluruh rnata Anggarail 

Pendapatn Belanja Daerah (APBD) dievaluasi kembali dan dipikirkan 

bagaimana caranya agar dapat menjadi lebih efisien. Seperti, biaya 



kendaraan, tidak ada mobil dinas yang dibeli oleh dana APBD, tetapi 

semuanya disewa. Dengan sistem sewa maka tidak terbebani dana 

pemeliharaan dan lebih efisien. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pamekasan hams menentukan skala prioritas terhadap pengeluaran APBD, 

dan dalam pelaksanaan APBD juga perlu dilakukan monitoring yang ketat * 

agar tidak terjadi korupsi. 

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Dewan pendidikan 

Kabupaten Pamekasan terhadap masalah dana pendidikan setingkat SD 

maupun SLTP yaitu Komite Sekolah diharapkan bisa mencarikan dana dari 

lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Kabupaten Pamekasan (BAZ), 

maupun dari orang tua asuh. Di samping itu, Komite Sekolah juga bisa 

inendinamisasikan wali murid dari kalangan dunia usaha untuk berpartispasi 

meringankan biaya pendidikan pada tingkat SD maupun SLTP. Meskipun 

dana pendidikan dari APBD sudah ada, namun dana dari masyarakat masih 

diperlukan sebagai bentuk partisipasi dan tanggung jawab masyarakat 

selain agar masyarakat turut memiliki dan bertanggungjawab terhadap 

peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan. 



BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap 

implementasi desentralisasi bidang pendidikan berdasarkan Perda nomor 13 

tahun 2006 tingkat satuan pendidikan SD dan SLTP di Kabupaten 

Pamekasan adalah sebagai berikut; 

1. Gambaran nyata tentang implementasi desentralisasi bidang 

pendidikan setingkat SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan terlihat 

pada substansi pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Pamekasan 

yaitu merujuk pada kebijakan pendidikan sebagaimana telah 

dituangkan dalam PP. No. 38 Tahun 2007 yaitu bidang kebijakan 

lokal, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan 

partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam bidang 

kurikulum terlihat adanya team perurnus kebijakan kurikulum yang 

dilakukan ole11 Dinas Pendidikan sebagai sarana untuk 

mempermudah dalam penyusunan komponen kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Di bidang ketenagaan terlihat pada 

penyediaan dan penyeleksian tenaga pengaj ar (guru) yang 

kompeten. Di Bidang sarana prasarana terlihat pada penyediaan 

fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan, 

fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar, penyediaan tenaga 

penunjang pendidikan. Pada bidang pembiayaan pendidikan terlihat 



pada anggaran pendidikan gratis pada tingkat satuan pendidikan SD 

maupun SLTP. Sedangkan pada bidang partisipasi masyarakat 

terhadap pendidikan, terlihat pada kegiatan Dewan Pendidikan 

dalam melaksanakan kegiatan strategis dalam rangka partisispasi 

masyarakat terhadap kemajuan pendidikan. 

2. Faktor yang mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan 

tingkat satuan pendidikan SD dan SLTP di Kabupaten Pamekasan 

adalah dengan lahirnya, Keputusan Mendiknas RI No. 044/U/2002 

yaitu terbentuk adanya lembaga tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah, Dengan lahirnya keputusan Mendiknas RI No. 

044/U/2002, telah memberikan peluang bagi pendidikan tingkat SD 

dan SLTP di Kabupaten Pamekasan untuk menghujudkan kondisi 

masyarakat yang kritis dan partisipatif serta mewujudkan pendidikan 

setingkat SD maupun SLTP yang transparan dan akuntabel. 

Terbitnya UU No. 2012003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga 

merupakan faktor yang mendukung pelaksaanan desentralisasi 

pendidikan. Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa, Kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan 

komite sekolahlmadrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas 

pendidikan. Kemudian juga terbitnya, Peraturan Keputusan Menteri 

Nomor 2212006, dan 2312006 tentang Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan menjadi dasar pengembangan kurikulum 

- _ sekolah yangdisebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 



Sejak terbitnya UU dan Keputusan Menteri tersebut, daerah diberi 

keleluasaan untuk mengernbangkan silabus kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik ditingkat SD maupun SLTP. 

Adapun hambatan-hambatan dalam implementasi 

desentralisai bidang pendidikan tingkat SD maupun SLTP di 

Kabupaten Pamekasan adalah; Pertama rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, respon masyarakat 

terhadap akselerasi pendidikan sangat lemah dan lambat, Kedua 

lemahnya pemahaman guru tingkat SD maupun SLTP terhadap 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Ketiga tenaga Guru 

setingkat SD Maupun SLTP belum optimal menyelenggarakan 

pernbaharuan dan akselerasi pendidikan, belum tersedianya sumber 

daya manusia yang memadai, dan Keempat belum terbangun sistem 

pengelolaan dana dari berbagai sumber untuk program pendidikan 

disamping itu, belum tersedianya anggaran pendidikan yang 

memadai dalam APBD. 

3. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, pada 

bidang partisipasi masyarakat oleh Dewan Pendidikan adalah perlu 

diadakannya kegiatan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan. 

Baik dari Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Dewan pendidikan, 

Komite Sekolah, LSM, maupun dari PGRI. Pada bidang lemahnya 

pemaharnan guru pada kurikulum KTSP, Dinas Kabupaten 

-- Painekasan telah melakukan pelatihan diklat, dan pendanlpiilgan 
-- 

- guna melakukan inonitoring dan evaluasi yang lebih illtensif dan 



teratur terhadap pelaksanaan KTSP. Pada bidang pendanaan Dinas 

Pendidikan telah merekomendasikan kepada lembaga legislatif agar 

seluruh mata Anggaran Pendapatan Belailja Daerah (APBD) 

dievaluasi kembali dan dipikirkan bagaimana caranya agar dapat 

menjadi lebih efisien. Sementara dari Dewan pendidikan untuk 

mengatasi masalah pendanaan pendidikan tingkat SD dan SNIP 

Komite Sekolah di harapkan bisa mencarikan dana dari lembaga- 

lembaga seperti Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pamekasan, 

dan mendinamisasikan wali murid dari kalangan dunia usaha untuk 

berpartispasi meringankan biaya pendidikan. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk masalah implementasi desentralisasi pendidikan setingkat SD 

dan SLTP di Kabupaten Pamekasan yang terlihat pada kewenangan 

membuat KTSP, diharapkan Dinas Pendidikan memperkuat 

konsolidasi dan menekankan agar satuan pendidikan setingkat SD 

maupun SLTP mampu mengoordinasikan dan menyerasikan segala 

sumber daya yang ada, baik dari Komite Sekolah, Dewan 

Peildidikan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan 

Kelompok Kegiatan Guru (KKG), LSM, maupun dari masyarakat 

peduli pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang. bermutu, 

sesuai dengan amanat undang-undang. Di saixping itu, pelaksanaan 
-. - . - 

pendidikan pada tingkat SD maupun SLTP harus di titik beratkan 



pada aspek-aspek yang menjadi sumber kekuatan masyarakat di 

daerah Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, upaya 

implementasi desentralisasi bidang pendidikan di Kabupaten 

P-amekasan dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan diharapkan mampu 

meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap 

pendidikan setingkat SD maupun SLTP untuk dapat berperan aktif 

dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi dari setiap 

implementasi desentralisasi bidang pendidikan. Di samping itu, 

hams mampu mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan yang 

muncul di kabupaten Pamekasan secara spesifik termasuk upaya- 

upaya cara penanggulangannya. 

3. Sedangkan untuk masalah anggaran pendidikan yang besar di 

Kabupaten Paemkasan maka sebagai konsekuensinya pemerintah 

daerah Kabupaten Pamekasan hams dapat mengalokasikan dana 

pendidikan 20 persen dari APBD, tepat pada sasaran. Di samping itu, 

Dinas pendidikan benar-benar memperhatikan Alokasi anggaran 

pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah serta 

mencegah adanya angka putus sekolah di tingkat satuan pendidikan 

SD maupun SLTP. Dengan tetap diorientasikan untuk tercapainya 

pendidikan gratis yang berbasis pada nilai-nilai moral agama, dan 

meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah. 
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